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Segala puji serta dengan penuh rasa syukur yang dalam, penulis 
memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya kepada Allah SWT, pencipta 
langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, pemilik 
kesempurnaan, meliputi segala ilmu pengetahuan serta kuasa yang tiada 
batas, telah memberikan rahmat, pengetahuan, kesabaran, keimanan dan 
taqwa kepada penulis, serta sholawat dan salam selalu senantiasa 
tercurahkan dari hati yang paling dalam kepada Nabiullah Muhammad 
SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat 
manusia hingga akhir zaman. 
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
S.Ip pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin. Sebagai seorang manusia yang memiliki 
kemampuan terbatas, penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang 
dialami dalam menyusun skripsi ini. Akan tetapi, berkat pertolongan 
dariNya dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak 
langsung kendala tersebut dapat diatasi. Oleh karenanya, melalui karya 
ini, penulis mengucapkan terimahkasih dan dedikasikan skripsi ini untuk 
ayahanda Kasman dan Ibunda Nuraeni yang selalu memberikan 
dukungan serta iringan doa siang dan malam yang tiada henti-hentinya 
selalu terucap, terima kasih atas didikannya selama ini, sehingga menjadi 
satu-satunya alasan utama skripsi ini bisa dan harus diselesaikan. Kepada 
kakakku satu-satunya Muhammad Saing, S.Pd., M.Pd yang tidak pernah 
putus memberikan keceriaan doa, serta dukungan baik secara moril 
maupun material, beserta seluruh keluarga besar yang penulis tidak 
sempat sebutkan satu persatu, terima kasih semua atas dorongan, 
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kepada penulis selama ini. 
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mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setingi-
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Hanya do’a yang dapat penulis persembahkan agar senantiasa 
mendapatkan curahan Rahmat dunia dan akhirat. 
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kepercayaan yang telah diberikan. Kepercayaan serta prinsip-
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ANDI JUMLIADI. NIM E111 13 303. Kebijakan Penataan Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar. Di bawah bimbingan Gustiana A 
Kambo sebagai Pembimbing I dan Andi Naharuddin sebagai 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengetahui 
penyebab belum optimalnya Pengembangan Pariwisata Kabupaten 
Kepulauan Selayar. Pelaksanaan kebijakan merupakan sudut pandang 
bahwa penataan pariwisata itu di pengaruhi oleh aspek birokrasi, sumber 
daya dan komunikasi. 
Penelitian ini menggunakan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan 
data dikumpul melalui wawancara dengan beberapa informan yang 
dianggap memahami mengenai kebijakan pengembangan pariwisata 
selayar, serta melengkapinya dengan melalui data-data yang relevan 
dengan penelitian ini. 
 Hasil penelitian menggambarkan bahwa, hambatan dalam 
pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Kepulauan 
Selayar yang dilaksanakan Dinas Kepariwisataan di pengaruhi oleh: 
Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kepariwisataan itu 
memiliki standar oprasional prosedur dan membuat pelalaporan ketika 
kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan, Akan tetapi hal tersebut 
masi belum sepenuhnya terealisasi karena birokrat masi belum konsisten 
untuk mengikuti sop tersebut; Kurang profesionalnya birokrasi sehingga 
dalam melaksanakan aktivitas pengembangan pariwisata itu masih 
cenderung kurang memenuhi standar yang telah ditetapakan serta alokasi 
anggaran yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kebijakan 
pengambangan pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar; komunikasi 
sangat penting untuk menentukan sebuah kebijakan memiliki 3 komponen: 
Penyampaian Informasi belum bisa dimaksimalkan yang sebenarnya 
merupakan subjek dalam pelaksanaan kebijakan, Kejelasan Informasi yang 
bermasalah karena masih ada yang belum mengerti kebijakan tersebut, 
Konsistensi Birokrasi dalam melaksanakan kebijakan pengembangan 
pariwisata masih belum terlihat, karena kurangnya fasilitas terhadap objek 
wisata yang telah dikelolah. 
 










ANDI JUMLIADI. NIM E111 13 303. Tourism Arrangement Policy of 
Selayar Island Regency. Under the guidance of Gustiana A Kambo as 
Supervisor I and Andi Naharuddin as Supervisor II. 
This study aims to describe and know the cause of not yet optimal 
Tourism Development Selayar Islands District. Implementation of the 
policy is the point of view that the arrangement of tourism is influenced by 
aspects of bureaucracy, resources and communication. 
This study uses the basis of qualitative research. Data collection 
was collected through interviews with some informants who were 
considered to be knowledgeable about sail tourism development policies, 
as well as to provide them with data relevant to the research. 
The results of this study illustrate that the obstacles in the 
implementation of tourism development policy of Selayar Islands Regency 
implemented by the Tourism Department are influenced by: 
Implementation of activities carried out by the Tourism Department has an 
operational procedure standard and make reporting when the activity has 
been completed, but it is not fully Realized because the bureaucrats have 
not been consistent to follow the soup; The lack of professional 
bureaucracy so that in carrying out tourism development activities that still 
tend to not meet the standards that have been ditetapakan and budget 
allocations are not adequate to support the implementation of tourism 
mining policies Selayar Islands District; Communication is very important 
to determine a policy has 3 components: Submission of Information can 
not be maximized which is actually a subject in the implementation of 
policy, Clarity Information is problematic because there are still not 
understand the policy, Bureaucracy Consistency in implementing tourism 
development policy is still not visible, Facilities to tourism objects that have 
been managed. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang  penting bagi suatu negara. 
Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah 
daerah tempat obyek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan 
setiap obyek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan 
menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya 
diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, 
peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan 
lain sebagainya. Mata rantai kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata 
tersebut mampu menghasilkan devisa dan dapat pula digunakan sebagai 
sarana untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka 
pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja. 
Pengembangan dan pendayagunaan pariwisata secara optimal mampu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempertimbangkan hal tersebut maka 
penanganan yang baik sangat diperlukan dalam upaya pengembangan obyek-
obyek wisata di Indonesia. Para pelaku pariwisata mulai melakukan tindakan 
pengembangan dengan penelitian, observasi terhadap obyek-obyek wisata di 
Indnesia. Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui potensi dan 
permasalahan yang ada pada setiap obyek untuk kemudian mencari solusinya. 
Langkah lainnya adalah promosi dengan media cetak, elektronik, maupun 




tersebut dan turut berpartisipasi dalam pengembangannya . 
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 
Tentang Kepariwisataan dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, 
lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra 
bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan 
bangsa, mempererat persahabatan antarbangsa. 
Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004 yang 
memberikan kewenangan lebih luas pada Pemerintah Daerah untuk 
mengelola wilayahnya, membawa implikasi semakin besarnya tanggung 
jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi 
sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan 
pembangunan di daerah. 
Kabupaten Kepulaun Selayar merupakan salah satu dari dua 
kabupaten kepulauan yang berada di Sulawesi Selatan. Sebagai kabupaten 
kepulauan, Selayar memiliki potensi yang cukup berupa keadaan alam berupa 
flora dan fauna yang beraneka ragam jenisnya, peninggalan sejarah dan 
purbakala (heritage), maupun seni dan budaya (living culture) yang dimiliki 
Kabupaten Kepulauan Selayar, merupakan sumber daya dan sebagai modal 
besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah. 
Kabupaten Kepulaun Selayar menawarkan bentangan alam yang 
menyimpan banyak pesona keindahan yang begitu menakjubkan. 
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Pemandangan alam bawah laut dengan beragam jenis makhluk penghuninya, 
panorama pantai berpasir yang eksotis adalah daya tarik utamanya. Potensi 
sumber daya pariwisata daratan selayar sekitar 15 obyek daya tarik wisata 
andalan, meliputi 11 daya tarik wisata alam, 2 daya tarik wisata sejarah, dan 2 
daya tarik wisat budaya (Wikipedia.org). 
Sejak terbentuknya Kabupaten Kepulaun Selayar  sejak 411 tahun 
yang lalu dan selama Indonesia merdeka selama 71 tahun, undang-undang 
yang tentang penetapan kawasan pariwisata baru terbentuk pada tahun 
2002 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 20 Tahun 2002 
tentang Penetapan Obyek Wisata dalam Daerah Kabupaten Selayar 
(Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 32). Hal tersebut 
menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah Kabupaten Kepulaun Selayar 
kurang memperhatikan sektor pariwisata yang merupakan komoditi 
menjanjikan dalam meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat. 
Para calon legislatif maupun eksekutif dalam menetapkan visi dan 
misi kurang memprioritaskan pariwisata sebagai komoditi yang dapat 
menambah PAD dan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga 
ketika menjabat, kebijakan tentang pariwisata tidak terfikirkan. Perhatian 
pemerintah hanya sebatas pada kebutuhan masyarakat seperti 
pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan bantuan beras miskin. 
Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai sadar akan potensi 
pariwisata di Kabupaten Kepulaun Selayar sehingga mengeluarkaan 
peraturan daerah pada tahun 2011 yaitu Peraturan Daerah Selayar No. 07 
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Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Selayar. 
Pemerintah mulai membenahai sarana dan prasarana, membangun akses, 
dan mempromosikan pariwisata. Akan tetapi permasalahan tersebut masih 
belum terselesaikan sebab pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan 
yang disebabkan oleh tarik menarik kepentingan seperti pembangunan lokasi 
bandara yang berbeda dengan rencana awal.  
Harapan pemerintah terhadap Peraturan Daerah Selayar No. 07 Tahun 
2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Selayar yaitu 
mengembangkan pariwisata dan menarik objek di Selayar seperti 
mengembangkan objek dan daya tarik wisata, mengembangkan aksesbilitas, 
fasilitas penunjang wisata, pengembangan SDM dan kelembagaan, 
pengelolaan Lingkungan, dan pengembangan pasar wisata. Namun dalam 
mengembangkan pariwisata Selayar masing mendapat kendala oleh karena 
masih banyak kawasan wisata yang belum dikelola oleh Pemerintah Daerah 
Selayar. Masih kurangnya objek wisata sehingga wisatawan masih kurang 
untuk berkunjung ditambah lagi akses ke tempat wisata masih minim. 
Pengembangan pariwisata merupakan tanggung jawab bersama antara 
pemerintah bersama masyarakat, dengan pengembangan pariwisata 
diharapkan Kabupaten Kepulaun Selayar dapat menuju daerah kawasan 
wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dalam maupun luar negeri. 
Daerah yang menjadi kawasan pariwisata di Kabupaten Kepulauan 
Selayar yang di kelola oleh pemerintah seperti: TN Takabonerate di Pulau 
Kayuadi, Pantai Pabadilan, Pantai Baloyya, wisata Kampung Penyu di Desa 
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Barugaia, Gong Nekara dan Jangkar Raksasa di Matalalang. Kawasan 
pariwisata yang di kelola oleh swadaya masyarakat seperti: Pantai Bonesialla 
di Kecamatan Pasimasunggu . Kawasan pariwisata yang di kelola investor 
asing adalah Pantai Pinang (Selayar Eco Resort) telah memiliki fasilitas yang 
cukup memadai serta akses menuju tempat tersebut mudah di jangkau oleh 
wisatawan domestik maupun asing. 
Pemerintah belum menunjukkan sikap serius terhadap pengembangan 
pariwisata. Hal tersebut nampak dalam kondisi pariwisata yang dikelola oleh 
pemerintah seperti akses menuju tempat wisata, sarana dan prasarana yang 
masih jauh dari kata memadai. Hal tersebut telah berlangsung cukup lama 
disetiap kawasan wisata tanpa adanya perubahan yang signifikan sejak 
diberlakukannya Peraturan Daerah Selayar No. 07 Tahun 2011 tentang 
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Selayar. 
Objek wisata yang berpotensi dan belum di kelola oleh Pemerintah 
Kabupaten Kepulaun Selayar maupun pihak investor asing seperti: Liang 
Kareta, Goa Tajuia, Pantai Jeneia, Liang Tarrusu, Batu Karapu, Hutan 
Mangrub Matalalang, dan Perkampungan Tua Bitombang serta masi banyak 
lagi tempat wisata yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Dinas Pariwisata telah mempromosikan berapa tempat wisata seperti 
TN Takabonerate dan wisata Kampung Penyu, bahkan mendatangkan artis 
terkenal untuk mempromosikan tempat wisata tersebut, serta mengangkat 
artis asal Kabupaten Kepulaun Selayar yang lagi naik daun di ibukota 
sebagai duta pariwisata. Namun pengunjung wisata belum terlalu menonjol 
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hal ini disebabkan akses yang kurang memadai karena jarak cukup jauh 
sehingga memakan waktu yang panjang. Pemerintah telah membuat bandar 
udara untuk lebih memudahkan akses wisatawan yang berkunjung ke 
Kabupaten Kepulaun Selayar  seperti bandar udara yang ada di 
Takabonerate. Namun sampai sekarang belum selesai, ditambah lagi letak 
bandara dengan rencana tender tidak sesuai. sehingga sekarang proyek 
pengerjaan bandara dihentikan. 
Salah satu stakeholders yang memiliki peranan penting adalah 
pemahaman baik dari pemerintah dalam merencanakan dan 
mengimplementasikan semua perencanaan pariwisata secara konsisten dan 
berkelanjutan. Pemerintah tentu akan menaruh perhatian dan memastikan 
bahwa pengembangan pariwisata tersebut akan mampu memberikan 
keuntungan sekaligus menekan biaya sosial, ekonomi, dan dampak 
lingkungan (Wanhill dalam Antariksa 2016). Di sisi lain, pelaku bisnis yang 
lebih berorientasi pada keuntungan tentu tidak bisa mengatur apa yang harus 
dilakukannya, tetapi pemerintah bisa mengatur apa yang tidak boleh mereka 
lakukan melalui kebijakan dan regulasi.  
Intervensi pemerintah terhadap pengembangan pariwisata dapat 
dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen kebijakan yang dapat 
digunakan untuk mengontrol dan memberikan incentive dalam 
mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan, seperti; aturan 
pemanfaatan lahan, membatasi akses wisatawan terhadap daerah-daerah 
yang rawan terhadap kerusakan, melindungi budaya lokal, mengarahkan 
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perilaku wisatawan yang berwawasan lingkungan, pembatasan dalam 
penggunaan energi, menghemat sumber alam yang langka, mengurangi 
polusi dan memberikan incentive terhadap pembangunan infrastruktur yang 
juga bermanfaat bagi host seperti sistem transportasi, perlindungan terhadap 
ruang hijau kota dan national park. 
Pemilihan terhadap instrumen kebijakan akan sangat menentukan 
apabila didasarkan kepada kajian yang utuh terhadap tujuan yang ingin 
dicapai dengan cara seefisien mungkin, tidak didasarkan pada kajian yang 
parsial dan tidak menyeluruh. Hal terpenting juga perlu didasari oleh moral 
dan kemauan politik yang baik. Isu-isu yang berkembang saat ini 
mengenai perencanaan pariwisata hanya lebih menekankan aspek teknis 
saja padahal sebenarnya merupakan masalah politik yang menyangkut 
regulasi terhadap semua komponen pariwisata yang ada dalam rangka 
menuju pariwisata berkelanjutan (Theobald dalam Antariksa 2016). 
Pelaksanaan kebijakan dipandang secara luas mempunyai makna 
pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan 
teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk 
meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno, 2010:144). 
Dalam berbagai sistem politik, kebijakan dilaksanakan oleh badan-badan 
pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 
pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya 
(Subarsono, 2009:87). Adapun yang menjadi sasaran pelaksanaan dari 
kebijakan ini meliputi seluruh wilayah administasi Kepulauan Selayar. 
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Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Kepulaun Selayar dalam rangka penataan objek 
wisata yang dapat meningkatkan PAD bagi Kabupaten Selayar merupakan 
tantangan besar dalam proses pembangunan pariwisata di daerah. 
Pemerintah sebagai salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk 
meningkatkan pembangunan didaerahnya masing-masing seharusnya 
mampu melakukan hal-hal konkrit. Seperti halnya mengeluarkan kebijakan 
yang mengena langsung untuk mengatasi masalah pembangunan 
pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam pengelolaan 
parawisata,.  Perlu adanya koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan 
swasta untuk menunjang pengelolaan pariwisata tersebut. Hal ini dikarenakan,  
tidak adanya koordinasi inilah yang nantinya malah justru menyulitkan dalam 
mengesplorasi tempat wisata secara optimal baik itu wisata alam maupun 
wisata sejarah.  Seperti sampah bertebaran dimana-mana, sulitnya akses 
tempat makan dan penginapan. 
Berdasarkan kondisi tersebut, penulis menganggap hal tersebutt 
penting untuk diteliti agar dapat diketahui kebijakan pemerintah daerah 
terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulaun Selayar serta 
penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Masalah tersebut membuat 
peneliti tertarik untuk membahas dan mengkajinya dengan judul 




1.2. Rumusan Masalah 
Mengapa Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulaun Selayar 
belum optimal? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui penyebab belum optimalnya Pengembangan 
Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Setelah selesai penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 
yang baik bagi kami sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan dalam 
penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah:  
a. Manfaat Akademik : 
1. Menunjukkan secara ilmiah mengenai Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Selayar. 
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa 
umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Politik pada khususnya 
sebagai bahan referensi yang tertarik dalam bidang kajian ini. 
b. Manfaat Praktis :  
1. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan 
PEMDA Kabupaten Kepulaun Selayar dalam Pengembangan 
obyek wisata.  
2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan perbandingan 






 Dalam pembahsan ini penulis akan mengurai beberapa konsep dan 
pendekatan yang dapat menunjang jalannya penelitian ini yaitu: 
pendekatan institusional, kebijakan publik, proses dan tahapan kebijakan 
publik, implementrasi kebijakan, dan kerangka pemikiran.hal tersebut akan 
diurai lebih lanjut dalam bab ini. 
 
2.1. Pendekatan Institusional 
Pendekatan Institusional mengkaji lembaga/organisasi yang 
memiliki struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan. Institusional adalah 
pendekatan umum atau cara memahami masalah, institusional mengenai 
lembaga atau bersifat kelembagaan, struktur serta mekanisme 
administrasinya. Institusi bukan saja merupakan refleksi kekuatan sosial 
seperti pemerintahan, parlemen, partai politik dan birokrasi, namun dapat 
dikatakan institusi adalah organisasi yang tertata oleh pola perilaku yang 
diatur oleh peraturan. Budiarjo (2013:96). 
Pendekatan institusional dalam ilmu politik memfokuskan pada 
lembaga pemerintah. Lembaga-lembaga negara baik legislatif maupun 
eksekutif sebagai kebutuhan para anggotanya untuk mengadakan kontak 
dan membina dukungan dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar 
kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak biasa dengan kebutuhan, tuntuan, 




menjalankan sistem politik, yang misi utamanya melaksanakan kepentingan 
rakyat atau warga Negara. Legislatif sebagai suatu lembaga yang 
berorientasi pada representation of ideas secara ideal dimaksudkan untuk 
mewakili kepentingan-kepentingan rakyat, memberikan jalan kompromi bagi 
pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi 
suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimasi. 
Scott dalam Gainau (2014:8) memberikan kerangka pikir untuk 
mempelajari institusional. Menurut Scott ada tiga pilar institusi, yaitu (1) 
Regulatif, (2) Normatif, dan (3) Kognitif. Perbedaan antara ketiga pilar 
tersebut dilihat dari sisi dasar ketaatan, mekanisme pengelolaan, logika 
mengenai perilaku manusia, indikator mengenai pilar institusi tersebut. 
Kegiatan politik berpusat pada lembaga pemerintah tertentu seperti 
kongres, kepresidenan, dan sebagainya. Kegiatan individu dan kelompok 
diarahkan kepada lembaga pemerintah dan kebijakan publik secara 
otoritatif ditentukan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah. Serta 
pemerintah sebagai pihak yang menerapkan kebijakan harus memiliki 
komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya agar tujuan akhir dari 
sebuah kebijakan dapat tercapai.  
Hubungan antara kebijakan publik dan lembaga pemerintah sangat 
erat. Suatu kebijakan tidak menjadi suatu kebijakan publik sebelum kebijakan 
itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah. Lembaga 
pemerintah memberi tiga karakteristik yang berbeda terhadap kebijakan publik. 
Pertama, pemerintah memberi legitimasi kepada kebijakan-kebijakan. 
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Kebijakan pemerintah dipandang sebagai kewajiban yang sah menuntut 
loyalitas warganegara. Kedua, kebijakan pemerintah membutuhkan 
universalitas. Hanya kebijakan pemerintah yang menjangkau dan dapat 
menghukum secara sah orang-orang yang melanggar kebijakan tersebut. 
Keunggulan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah bahwa kebijakan 
tersebut dapat menuntut loyalitas dari semua warga negaranya dan 
mempunyai kemampuan membuat kebijakan yang mengatur seluruh 
masyarakat dan memonopoli penggunaan kekuatan secara sah yang 
mendorong individu-individu dan kelompok-kelompok. 
Pendekatan institusional atau kelembagaan mengacu pada Negara 
sebagai fokus kajian utama. Setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan 
institusi negara, yakni negara demokratis yang berada pada titik 
“pemerintahan yang baik” atau good governance dan negara otoriter yang 
berada pada titik “pemerintahan yang jelek” atau bad governance dan 
kemudian berkembang lagi dengan banyak varians yang memiliki sebutan 
nama yang berbeda-beda. Namun, pada dasarnya jika dikaji secara 
krusial, struktur pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut 
tetap akan terbagi lagi menjadi dua yakni masalah antara baik dan buruk 
tadi. Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut antara lain 
sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan 
kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti 
parlemen dan lain-lain.  
Hubungan antara kebijakan publik dan lembaga pemerintah sangat 
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erat. Suatu kebijakan tidak dapat menjadi kebijakan publik sebelum 
kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh institusi atau lembaga 
pemerintah. Dalam sebuah kajian kebijakan publik, haruslah diperlukan 
sebuah teori yang dapat menjelaskan serta membatasi bagaimana 
seharusnya organisasi publik berperilaku dalam hubungannya dengan 
pembuatan kebijakan publik yang dapat mencapai tujuan akhir. Banyak 
penelitian tentang institusionalisme yang mengkaji seberapa besar 
pengaruh institusi terhadap perilaku manusia melalui aturan dan norma 
yang dibangun oleh institusi. Jadi, bukan manusianya yang menentukan 
bagaimana corak institusi (lembaga) nya, melainkan sebuah institusi yang 
berdasarkan pada aturan dan norma itulah yang seharusnya 
mempengaruhi perilaku individu. 
Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa institusi merupakan 
batasan sistem sosial yang dilingkupi oleh aturan formal dan non formal  
sebagai pengontrol dan pengarah interaksi antar manusia dalam aksesnya 
kepada sumberdaya. Demikian halnya dengan organisasi publik yang 
berurusan dengan permasalahan publik harus mendasarkan setiap 
perilakunya pada batasan-batasan sistem sosial tersebut. Institusional telah 
memposisikan dirinya untuk membantu kita mengahadapi sebuah pertanyaan 
penting mengenai dasar-dasar kesamaan organisasi dan turunannya, 
hubungan antara struktur dan perilaku, peran simbol dalam kehidupan sosial, 
hubungan antara gagasan dan kepentingan, serta ketegangan antara 
kebebasan dengan ketertiban. Karena itu, tidak keliru apabila Samuel P. 
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Huntington dalam Budiarjo (2013) pernah mengutarakan bahwa: ”lembaga 
yang kuat dan terinstitusionalisasi akan menjanjikan terbangunnya sistem 
demokrasi yang lebih baik.” Sebuah lembaga sudah seharusnya memiliki 
kepribadiannya sendiri dan bukan merupakan hasil dari agregasi perilaku 
orang-perorangnya. 
 
2.2. Kebijakan Publik 
Literatur ilmu politik tradisional dipenuhi oleh definisi-definisi 
mengenai kebijakan publik. Cepat atau lambat kelihatannya hampir setiap 
scholar ilmu politik merasa perlu untuk mendefinisikan kebijakan publik. 
Pendefinisian ini berguna untuk menyediakan sarana komunikasi bagi 
para perumus dan analisis kebijakan publik dikemudian hari manakala 
mereka melakukan diskusi dalam ruang politis. 
Politik adalah suatu hal yang memperhatikan masalah kenegaraan, 
yaitu berusaha keras untuk mengerti dan memahami kondisi suatu Negara 
yang bersifat penting dalam berbagai bentuk manifestasi pembangunan. 
Namun salah satu konsep politik adalah kebijakan (Policy) Budiarjo 
(2013:17). Kebijakan diartikan sebagai aturan yang lahir dari proses 
politik. Kebijakan merupakan hal yang mengikat sebagai suatu upaya 
pencapaian tujuan yang diinginkan dengan bersifat strategis dan jangka 
panjang. Kebijakan harus bisa diimplementasikan ke ruang publik. 
Menurut Carl Friedrich yang dikutip dalam Wahab (2004) kebijakan 
adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh 
seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 
15 
 
sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari 
peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Eyestone dalam 
Winarno (2007:17) kebijakan publik dilihat sebagai hubungan suatu unit 
pemerintah dengan lingkungannya. Definisi ini cenderung bias, karena 
tidak secara jelas menunjukkan instrumen di dalamnya, apakah terdapat 
interaksi pemerintah dengan masyarakat, intervensi pemerintah, atau ada 
tidaknya serangkaian fase dalam kebijakan tersebut. 
Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan 
oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari 
kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh 
apa yang disebut David Easton dalam Agustino Leo (2014:8) sebagai 
ʺotoritasʺ dalam sistem politik, yaitu ʺpara senior, kepala tertinggi, eksekutif, 
legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainyaʺ. 
Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem 
politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah: 
orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan 
mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu 
titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak 
diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu 
tertentu. 
Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana 
kebijakan publik digambarkan sebagai suatu keputusan berdasarkan 
hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan 
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tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.  
Pariwista di Kabupaten Kepulaun Selayar memiliki potensi yang cukup 
menjanjikan untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Oleh karena 
itu maka harus dibuat kebijakan mengenai pengembangan sektor 
pariwisata. 
 
2.3. Proses dan Tahap Kebijakan Publik 
Proses Kebijakan Publik merupakan proses yang rumit dan 
kompleks. Untuk mengkajinya dibagi dalam tahapan-tahapan. Itu untuk 
mempermudah pemahaman akan proses tersebut. Kebijakan publik yang 
dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama 
untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Kebijakan secara 
umum menurut Abidin (2004:31 ) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: 
1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau 
petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang 
bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi 
yang bersangkutan. 
2. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan 
kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah 
tentang pelaksanaan suatu undang-undang. 
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah 
kebijakan pelaksanaan. 
Lane dalam Lele (1999:22) membagi wacana kebijakan publik ke 
dalam beberapa model pendekatan, yaitu (1) pendekatan demografik yang 
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melihat adanya pengaruh lingkungan terhadap proses kebijakan, (2) model 
incremental yang melihat formulasi kebijakan sebagai kombinasi variabel 
internal dan eksternal dengan tekanan pada perubahan gradual dari kondisi 
status quo, (3) model rasional, (4) model garbage can dan (5) model 
collective choice aksentuasinya lebih diberikan pada proses atau mekanisme 
perumusan kebijakan. Pendekatan dalam memahami kebijakan publik yang 
diungkapkan disini, selain memaknai kebijakan publik sebagai mekanisme 
dan proses yang bersifat teknokratis, pendekatan tersebut juga berusaha 
untuk menjelaskan relasi atau kombinasi faktor internal, dalam arti 
pemerintah dan faktor eksternal yaitu masyarakat. Dari pendekatan tersebut 
dapat dilihat bagaimana pemerintah mencoba keluar dari sifat otoritatifnya 
dan berusaha untuk berinteraksi dengan masyarakat. 
Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang 
kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus 
dikaji. Tahapan dalam kebijakan publik (Dunn, 1999:24-25) antara lain : 
a) Penetapan Agenda, pada tahap ini pemerintah mulai mengidentifikasi 
permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan kemudian membuat 
agenda terkait solusi dan pemecahan terhadap masalah-masalah 
tersebut. 
b) Tahap berikutnya adalah formulasi kebijakan yang menyangkut upaya 
menjawab pertanyaan atas masalah-masalah dan memilih alternatif 
yang dikembangkan untuk menjadi sebuah kebijakan serta 




c) Selanjutnya adalah tahap adopsi kebijakan publik. Proses menjadikan 
sebuah kebijakan dari berbagai alternatif yang ditawarkan untuk dapat 
ditetapkan dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antar 
lembaga atau keputusan peradilan. 
d) Tahap implementasi kebijakan tahap dimana alternatif yang telah 
ditetapkan diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Dilaksanakan oleh 
unit-unit administratif dengan memobilisasi sumber daya. Tanpa 
implementasi suatu kebijakan akan sia-sia. Merupakan rantai yang 
menghubungkan formulasi kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan 
yang diharapkan. 
e) Tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan. Dilakukan guna menguji 
kemampuan suatu kebijakan dalam mengatasi masalah. Dapat 
memberikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah 
kebijakan. Dari tahap ini akan ditentukan masa depan kebijakan tersebut.  
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah 
kebijakan memiliki proses dan tahapan dalam menjadi sebuah kebijakan 
publik. Kebijakan-kebijakan pemerintah pada kenyataannya bersumber pada 
orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik yang pada 
akhirnya membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan pemerintah. 
Berbagai hal mungkin saja dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah 
dapat saja menempuh usaha kebijakan yang sangat liberal dalam hal 
campur tangan sama sekali, baik terhadap seluruh atau sebagian sektor 
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kehidupan. Kebijakan pemerintah dalam bentuknya yang positif pada 
umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. 
 
2.4. Implementasi Kebijakan 
Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan 
yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam 
praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu 
kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi 
berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses 
implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan 
oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991) dalam Agustino 
Leo (2014:138), yaitu: 
ʺImplementasi kebijakan merupakan suatu pembuatan sebuah 
program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas 
kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan 
slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para 
pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit 
lagi untuk melaksanakannya dalm bentuk cara yang memuaskan 
semua orang termasuk mereka anggap klienʺ. 
 
Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino Leo (2014:139), 
mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai: 
ʺTindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau 
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta 
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan kebijaksanaanʺ. 
 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi 
merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan 
melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan 
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mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan 
itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan 
Stewart Jr. (2004) dalam Agustino Leo (2014:139), dimana mereka katakan 
bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). 
Keberhasian suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari 
proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau 
tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa 
yang diutarakan oleh Merilee Grindle (1980) dalam Agustino Leo (2014:138), 
sebagai berikut:  
ʺPengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari 
prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program 
sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action 
program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan 
program tersebut tercapaiʺ 
 
Dalam mengkaji implementasi kebijakan, empat faktor atau variabel 
krusial dalam implementasi kebijakan publik yang dimaksud oleh George 
C. Edwards dalam Agustino Leo (2014) diantaranya:  
1. Komunikasi  
Agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang 
tanggungjawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah keputusan 
mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Komando untuk 
mengimplementasikan kebijakan mesti ditransmisikan kepada personalia 
yang tepat dan kebijakan ini mesti akurat, jelas dan konsisten. Jika para 
pembuat keputusan ini berkehendak untuk melihat yang diimplementasikan 
tidak jelas dan bagaimana rinciannya maka kemungkinan akan timbul 
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kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya.  
Komunikasi yang tidak cukup juga memberikan implementor dengan 
kewenangan ketika mereka mencoba untuk membalik kebijakan umum 
menjadi tindakan-tindakan khusus. Kewenangan ini tidak akan perlu 
dilakukan untuk memajukan tujuan para pembuat keputusan aslinya. Dengan 
demikian, perintah-perintah implementasi yang tidak ditransmisikan, yang 
terdistorsi dalam transmisi, atau yang tidak pasti atau tidak konsisten 
mendatangkan rintangan-rintangan serius bagi implementasi kebijakan. 
Sebaliknya, ukuran-ukuran yang terlalu akurat mungkin merintangi 
implementasi dengan perubahan kreativitas dan daya adaptasinya.  
Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam 
mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu : 
a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan  dapat 
menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali 
yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah 
pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena 
komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga 
apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.  
b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana 
kebijakan (street-level-bereaucrats) haruslah jelas dan tidak 
membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan 
kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran 
tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam 
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melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal 
tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak 
dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 
c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 
komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau 
dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering 
berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi 
pelaksana di lapangan. 
2. Sumber  Daya 
Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan 
keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara 
untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya 
yang terlibat dalam implementasi. Kewenangan untuk meyakinkan bahwa 
kebijakan ini dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan dan 
berbagai fasilitas di dalamnya atau dengannya harus memberikan 
pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-
undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan dan 
peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan 
Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu : 
a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah 
staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi 
kebijakan salah satunya disebagiankan oleh karena staf yang 
tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten 
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dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja 
tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan 
keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan 
kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau 
melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan atau 
melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 
b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai 
dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan 
cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui 
apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah 
untuk melakukan tindakan. 
Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana 
terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah 
ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain 
yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh 
terhadap hukum. 
c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal 
atau perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan 
otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam 
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika 
wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata 




Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal 
tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat 
efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan 
diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di 
sisi lain, efektivitas akan menyurutkan manakala wewenang 
diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya 
sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. 
d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 
implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf 
yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan 
memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa 
adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka 
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 
3. Disposisi 
Disposisi atau sikap dari implementor adalah faktor kritis ketiga 
dalam pendekatan terhadap studi implementasi kebijakan publik. Jika 
implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti 
para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas 
untuk melakukan hal ini, melainkan juga mereka mesti berkehendak untuk 
melakukan suatu kebijakan. Para implementor kebanyakan bisa 
melakukan seleksi yang layak di dalam implementasi kebijakan. Salah 
satu dari berbagai alasan untuk ini adalah independensinya dari atasan 
(superior) nominal yang merumuskan kebijakan. Alasan lain adalah 
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kompleksitas dari kebijakan mereka sendiri. Cara dimana para 
implementor ini melakukan seleksinya, bagaimanapun juga, bergantung 
sebagian besar pada disposisinya terhadap kebijakan. Sikap-sikapnya 
pada gilirannya, akan dipengaruhi oleh berbagai pandangannya terhadap 
kebijakan masing-masing dan dengan cara apa mereka melihat kebijakan 
yang mempengaruhi kepentingan organisasional dan pribadinya.  
Para implementor tidak selalu siap untuk mengimplementasikan 
kebijakan sebagaimana mereka para pembuat kebijakan. Konsekuensinya, 
para pembuat keputusan sering dihadapkan dengan tugas untuk mencoba 
untuk memanipulasi atau mengerjakan semua disposisi implementor atau 
untuk mengurangi opsi-opsinya.  
Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, 
menurut George C. Edward III, adalah : 
a. Pengangkatan Birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana 
akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap 
implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak 
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat 
-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan 
personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang 
memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih 
khusus lagi pada kepentingan warga. 
b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu tekhnik yang 
disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan pelaksana 
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adalah memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya 
orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka 
memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan 
mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan 
cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan 
menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana 
kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interst) atau 
organisasi. 
4. Struktur Birokrasi 
Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan 
tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya 
dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu 
kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau 
terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. 
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak 
orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang 
tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya 
menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi 
sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan 
yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi 
dengan baik.  
27 
 
Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak 
kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah : 
melakukan Standard Operating Procedures (SOPs) dan lebih 
melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang 
memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya 
pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar 
minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi 
adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau 
aktiviyas-aktifitas pegawai diantara beberapa unit kerja. 
2.5. Kerangka Pemikiran 
Kawasan pariwisata di Kabupaten Kepulaun Selayar sangat 
menjanjikan bagi PAD, jika di kelola dengan baik. Kawasan pariwisata 
terdiri dari wisata alam, sejarah dan budaya. Pemerintah Kabupaten 
Kepulaun Selayar mengeluarkan Peraturan Daerah Selayar No. 07 Tahun 
2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Selayar dengan 
harapan kawasan pariwisata dapat dioptimalkan dengan baik. 
Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa kawasan pariwisata 
belum menunjukkkan hasil yang memuaskan baik dari segi pelayanan 
maupun infrastuktur.  Hal ini di sebabkan minimnya APBD yang dianggarkan 
untuk memenuhi standar sarana dan prasarana tempat wisata. 
Idealnya pemerintah sebagai pihak yang menerapkan kebijakan harus 
memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya agar tujuan akhir 
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dari sebuah kebijakan dapat tercapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada  


























1. Struktur Birokrasi 














 Dalam bab ini yang akan dibahas ada 6 aspek yaitu: tipe dan dasar 
penelitian, lokasi penelitian, informan, jenis dan sumber data, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis data. Keenam hal tersebut akan 
diurai lebih lanjut. 
 
3.1. Tipe dan Dasar Penelitian  
Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metodologi kualitatif untuk menghasilkan temuan yang di dalam 
penelitian kualitatif disebut kebenaran “intersubjektif”, yakni kebenaran 
yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama, 
seperti budaya dan sifat unik manusia, maka realitas kebenaran adalah 
sesuatu yang “dipersepsikan” oleh yang melihat bukan sekedar fakta 
yang bebas konteks dan interpretasi apapun. Kebenaran merupakan 
bangunan yang disusun oleh peneliti dengan mencatat dan memahami 
apa yang terjadi dalam interaksi sosial kemasyarakatan. 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha 
menggambarkan suatu fenomena sosial secara lebih dalam untuk 
mengetahui keadaan objek penelitian yang sesungguhnya. Metode 
penelitian ini umumnya akan memperoleh data deskriptif dari hal yang 
diamati. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 




akan dilakukan akan memberikan gambaran mengenai pengembangan 
pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar.  
 
3.2. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulaun Selayar Provinsi 
Sulawesi Selatan yang memiliki potensi wisata yang cukup beragam dan 
berpotensial untuk dikembangkan. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Selayar 
tepatnya pada institusi/lembaga yang erat kaitannya dengan pengembangan 
potensi pariwisata di Kabupaten Kepulaun Selayar serta objek wisata bahari, 
yakni: Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulaun 
Selayar dan Obyek wisata. Alasan dipilihnya Kabupaten Kepulaun Selayar 
dalam penelitian ini karena Kabupaten Kepulaun Selayar memiliki potensi 
yang cukup menjanjikan di sektor pariwisata yang dapat dikembangkan guna 
mengangkat PAD dan perekonomian masyarakat. 
 
3.3. Informan  
Informan merupakan sumber utama dalam melakukan penelitian. 
Informasi yang disampaikan oleh informan akan menjadi data utama dalam 
penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan untuk 
mengetahui data atau informasi serta pelaku yang terlibat langsung  dengan 
permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi informan 
dapat diperinci sebagai berikut:  
1. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 




3. Kepala Bidang Destinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar 
4. Kepala Bidang SDM dan Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 
5. Pengelola Selayar Eco Resort / Pantai Pinang Kabupaten 
Kepulauan Selayar 
6. Masyarakat sekitar Objek Wisata Pantai Pinang 
7. Masyarakat sekitar Objek Wisata Pabadilang 
8. Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Selayar 
3.4. Jenis dan Sumber Data  
Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah:  
1. Data Primer  
Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau 
daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan 
informan dan observasi langsung. Peneliti turun langsung ke 
daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai 
bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di 
lapangan. Dari proses wawancara peneliti berharap akan 
mendapatkan data-data terkait Pengembangan Pariwisata di 
Kabupaten Kepulauan Selayar. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atau 
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data penunjang lainnya. Data ini dapat diperoleh dari buku-buku, 
dokumen atau data-data lain yang terkait termasuk hasil penelitian 
yang pernah ada terkait bagaiamana studi kebijakan dalam 
pengembangan pariwisata. Data ini kemudian akan diolah untuk 
digunakan dalam mendukung informasi primer.  
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Observasi (pengamatan)  
Pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan 
diteliti untuk memperoleh data dan bahan yang ada hubungannya 
dengan penyusunan skripsi ini. Tujuan utama dari tekhnik ini 
adalah agar peneliti dapat memahami secara mendalam terkait 
kondisi lapangan. 
2. Interview (wawancara) 
Peneliti akan melakukan wawancara langsung terhadap 
informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara 
antara peneliti dan informan dilakukan secara langsung kemudian 
mengajukan beberapa pertanyaan atau mendiskusikan sesuatu 
yang menjadi masalah penelitian. Terkait wawancara, tentunya 
peneliti akan fleksibel dalam melakukannya termasuk tekhnik-
tekhnik tertentu yang dikondisikan dengan situasi lapangan 
nantinya. Terpenting adalah tujuan utama yakni memperoleh 
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informasi yang diinginkan bisa tercapai. Informan kemudian 
memberikan jawaban atau respon sesuai dengan pendapatnya 
masing-masing. 
3. Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah sumber data tertulis atau dokumen-
dokumen tertentu yang dianggap perlu. Studi pustaka juga dapat 
diartikan sebagai tekhnik pengumpulan data melalui bahan-bahan 
yang tertulis. Penulis membaginya menjadi dua ketegori yaitu 
sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan 
dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama 
lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Sumber tidak resmi 
adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu dengan 
tidak mengatasnamakan lembaga tetapi dalam kaitan dengan 
penelitian. Dokumen tidak resmi ini bisa dijadikan sumber pustaka 
penelitian melainkan atas nama individu. 
 
3.6. Teknik Analisis Data  
Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa penellitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Dimana data yang terkumpul akan 
dianalisa dengan pendekatan yang lebih terjalin baik sebelum, selama 
hingga setelah penelitian selesai dilakukan. Model analisa data ini dapat 
dikategorikan menjadi tiga yaitu: reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan beserta verifikasi data. Ketiga unsur ini selalu saling 
menjalin dan kait mengkait satu sama lain.  
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Tentunya selama proses penelitian berlangsung, akan banyak 
data-data yang diperoleh. Untuk lebih mempermudah pengelolaaan dan 
analisa maka sangat diperlukan penyederhanaan terhadap data-data yang 
dianggap perlu sehingga data lebih terfokus. Disini dilakukan reduksi data. 
Reduksi data merupakan proses mengeliminasi, memilah, 
menyederhanakan atau mengelompokkan data-data yang dianggap perlu 
untuk tujuan penelitian. Pada tahap ini akan dilakukan peringkasan, 
pengkodean atau pemilahan. Hal ini dimaksudkan agar hasil peneltian 
lebih terfokus dan memiliki batasan yang jelas. Proses ini akan dilakukan 
sejak awal penelitian ketika data sudah didapatkan hingga hasil penelitian 
telah terakumulasi secara total.  
Data yang dikumpulkan dan diorganisasikan dengan baik, 
selanjutnya disajikan. Dalam penelitian kualitatif data disajikan dalam 
bentuk narasi. Pada tahap penyajian data penulis akan mengelompokan 
data berdasarkan kelompok informan, sehingga diketahui beberapa 
informasi dari informan berdasarkan pokok masalah dan sumber 
(informan). Narasi ini juga dapat didukung dengan skema, bagan atau 
tabel pendukung jika diperlukan. Sajian data yang dilakukan bertujuan 
untuk memahami mengapa pengembangan pariwisata Kabupaten 
Kepulaun Selayar belum optimal. 
Terakhir adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Proses ini dapat dilakukan setelah sajian data yang telah dilakukan. Untuk 
verifikasi dapat dilakukan dengan pengulangan terhadap data-data yang 
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telah ada. Terkait kesimpulan, juga dapat dilakukan dengan berdiskusi 
kembali dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan perlu 
























GAMBARAN UMUM LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN 
  
 Gambaran umum lokasi dan objek penelitian sangat penting untuk 
memperjelas dan mengenal lokasi dan objek penelitian. Sehubungan 
dengan itu, maka bab IV akan mengurai beberapa hal yang terkait dengan 
gambaran umum penelitian diantaranya: sejarah singkat Kabupaten 
Kepulauan Selayar, letak geografis, sarana dan prasarana, gambaran 
umum Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar. 
  
4.1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Selayar 
Kabupaten Kepulaun Selayar adalah sebuah kabupaten yang 
terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten 
Kepulaun Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas 
sebesar 10.503,69 km² (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk 
sebanyak ±134.000 jiwa. Kabupaten Kepulaun Selayar terdiri dari 2 sub 
area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan 
Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu 
serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, 
Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena. 
Pada masa lalu, Kabupaten Kepulaun Selayar pernah menjadi rute 
dagang menuju pusat rempah-rempah di Maluku. Di Pulau Selayar, para 
pedagang singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu 38 musim 




Selayar. Nama Selayar berasal dari kata cedaya (Bahasa Sanskerta) yang 
berarti satu layar, karena konon banyak perahu satu layar yang singgah di 
pulau ini. Kata cedaya telah diabadikan namanya dalam Kitab 
Negarakertagama karangan Empu Prapanca pada abad 14. Ditulis bahwa 
pada pertengahan abad 14, ketika Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk 
yang bergelar Rajasanegara, Selayar digolongkan dalam Nusantara, yaitu 
pulau-pulau lain di luar Jawa yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. 
Ini berarti bahwa armada Gajah Mada atau Laksamana Nala pernah 
singgah di pulau ini. 
Selain nama Selayar, pulau ini dinamakan pula dengan nama Tana 
Doang yang berarti tanah tempat berdoa. Di masa lalu, Pulau Selayar 
menjadi tempat berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan 
perjalanan baik ke barat maupun ke timur untuk keselamatan pelayaran 
mereka. Dalam kitab hukum pelayaran dan perdagangan Amanna Gappa 
(abad 17), Selayar disebut sebagai salah satu daerah tujuan niaga karena 
letaknya yang strategis sebagai tempat transit baik untuk pelayaran 
menuju ke timur dan ke barat. Disebutkan dalam naskah itu bahwa bagi 
orang yang berlayar dari Makassar ke Selayar, Malaka, dan Johor, 
sewanya 6 riyal dari tiap seratus orang. 
Belanda mulai memerintah Selayar pada tahun 1739. Selayar 
ditetapkan sebagai sebuah keresidenan di mana residen pertamanya 
adalah W. Coutsier (menjabat dari 1739-1743). Berturut-turut kemudian 
Selayar diperintah oleh orang Belanda sebanyak 87 residen atau yang 
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setara dengan residen seperti Asisten Resident, Gesagherbber, WD 
Resident, atau Controleur. Barulah Kepala pemerintahan ke 88 dijabat 
oleh orang Selayar, yakni Moehammad Oepoe Patta Boendoe. Saat itu 
telah masuk penjajahan Jepang sehingga jabatan residen telah berganti 
menjadi Guntjo Sodai, pada tahun 1942. Pada zaman Kolonial Belanda, 
jabatan pemerintahan di bawah keresidenan adalah Reganschappen. 
Reganschappen saat itu adalah wilayah setingkat kecamatan yang 
dikepalai oleh pribumi bergelar "Opu". Setidaknya ada sepuluh 
Reganschappen di Selayar kala itu, antara lain: Reganschappen 
Gantarang, Reganschappen Tanete, Reganschappen Buki, 
Reganschappen Laiyolo, Reganschappen Barang-Barang dan 
Reganschappen Bontobangun. Regaschappen membawahi kepala 
pemerintahan dengan gelar Opu Lolo, Balegau dan Gallarang.  
Pada tanggal 29 November 1945 (19 Hari setelah Insiden Hotel 
Yamato di Surabaya) pukul 06.45 sekumpulan pemuda dari beberapa 
kelompok dengan jumlah sekitar 200 orang yang dipimpin oleh seorang 
pemuda bekas Heiho bernama Rauf Rahman memasuki kantor polisi 
kolonial (sekarang kantor PD. Berdikari). Para pemuda ini mengambil alih 
kekuasaan dari tangan Belanda yang di kemudian hari tanggal ini 
dijadikan tanggal Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Selayar. Tahun Hari 
Jadi diambil dari tahun masuknya Agama Islam di Kabupaten Kepulaun 
Selayar yang dibawa oleh Datuk Ribandang, yang ditandai dengan masuk 
Islamnya Raja Gantarang, Pangali Patta Radja, yang kemudian bernama 
39 
 
Sultan Alauddin, pemberian Datuk Ribandang. Peristiwa itu terjadi pada 
tahun 1605, sehingga ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Kepulaun Selayar 
adalah 29 November 1605. Kabupaten Selayar yang merupakan salah 
satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Slawesi Selatan, terbentuk 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822) yang kemudian berubah nama menjadi 
Kabupaten Kepulaun Selayar berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2008. 
Kabupaten Kepulaun Selayar merupakan satu-satunya Kabupaten 
di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis terpisah dari daratan 
Pulau Sulawesi. Selayar yang dikenal dengan sebutan “Tanah Doang” 
yang berarti “Tanah Tempat Berdoa” adalah wilayah kepulauan dengan 
jumlah 130 pulau, baik berukuran besar maupun kecil yang terhampar 
mengarah ke utara sampai selatan. Diantara hamparan pulau-pulau 41 
tersebut, terdapat gugusan karang atol Taka Bonerate yang merupakan 
atol terbesar ke-3 di dunia. 
 
4.2. Letak Geografis 
Kabupaten Kepulaun Selayar merupakan salah satu di antara 24 
Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung 
selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini 
memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan 
yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari 
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gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan. 
Gugusan pulau di Kabupaten Kepulaun Selayar secara keseluruhan 
berjumlah 130 buah, 7 di antaranya kadang tidak terlihat pada saat air 
pasang. Luas wilayah Kabupaten Kepulaun Selayar adalah 10.503,69 Km² 
yang terdiri 1,357,03 Km² wilayah daratan (12,91%)  dan 9.146,66 Km² 
wilayah pengelolaan laut (87,09%). 
Tabel 4.1 
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 
 
No Kecamatan Luas (km2) 
1 2 3 
1 Pasimarannu 176,35 
2 Pasilambena 102,99 
3 Pasimasunggu 114,5 
4 Taka Bonerate 221,07 
5 Pasimasunggu Timur 47,93 
6 Bontosikuyu 199,11 
7 Bontoharu 129,75 
8 Benteng 7,12 
9 Bontomanai 115,56 
10 Bontomatene 159,92 
11 Buki 82,73 
      Sumber: Selayar Dalam Angka BPS 2016 dan Dikelolah oleh Penulis Tahun 2017 
Secara geografis Kabupaten Kepulaun Selayar terletak antara 
5°42’ - 7°35’ Lintang Selatan dan 120°15’ - 122°30” Bujur Timur. 
Berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba disebelah utara, Laut Flores 
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sebelah timur. Laut Flores sebelah selatan dan Selat Makassar di sebelah 
barat. Secara geografis Kabupaten Kepulauan berbatasan dengan:  
1. Sebelah Utara : Kabupaten Bulukumba 
2. Sebelah Selatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 
3. Sebelah Timur : Laut Flores  
4. Sebelah Barat : Laut Flores dan selat Makassar 
Gambar 4.1 
Peta Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 
Sumber: Wikipedia.org Tahun 2017 
Secara administratif Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari 11 
kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan. Sebanyak 5 kecamatan berada di 
kepulauan, dengan 36 desa dan 6 kecamatan berada di daratan Pulau 
Selayar, dengan 45 desa serta 7 kelurahan.  
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4.3. Sarana dan Prasarana Umum  
4.3.1. Pendidikan  
Tingkat pendidikan di Kabupaten Kepulaun Selayar setiap 
tahunnya mengalami terselenggaranya layanan pendidikan yang merata 
dan berkualitas untuk membentuk sumberdaya manusia yang cerdas, 
profesional dan religius. Peningkatan layanan pendidikan di semua 
jenjang pendidikan adalah program utama sebagai jaminan terlaksananya 
proses pemerataan pendidikan di Kabupaten Kepulaun Selayar 
mengutamakan pembangunan pendidikan sebagai salah satu sarana 
dalam meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dicerminkan oleh 
berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulaun 
Selayar dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan sektor 
pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan pada semua jenjang 
pendidikan, peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana dan prasarana 
layanan pendidikan, peningkatan kompetensi kelulusan. peningkatan 
kualitas layanan pendidikan nonformal dan informal, serta pembinaan 
pemuda dan olahraga. 
4.3.2. Transportasi 
Kabupaten Kepulaun Selayar dapat di akses melalui jalur udara 
dan darat. Terdapat dua maskapai penerbangan Nasional yang melayani 
rute ke selayar dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jalur darat 
dengan menumpang bus dari Terminal Malengkeri menuju Tanjung Bira, 
Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya melanjutkan perjalanan laut dengan 
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feri penyeberangan menuju pelabuhan Pamatata dan perjalanan darat 
menuju Kota Benteng. Aneka alat transportasi di kota Benteng dapat 
dijumpai. Seperti mobil, becak, dan perahu. Mobil digunakan sebagai 
angkutan dalam kota dan antar kecamatan. Becak menjadi kendaraan 
yang mudah dijumpai disetiap sudut kota. Kapal laut menjadi penghubung 
antar pulau.  
1. Jalur Darat 
a. Naik Bus dari Terminal Malengkeri (Kapasitas 40 kursi) 
b. Bus berangkat jam 09.00 Wita setiap hari 
c. Dari Terminal Malengkeri menuju Pelabuhan Tanjung Bira, 
Kabupaten Bulukumba. Waktu tempuh 5-6 jam. 
d. Dari Pelabuhan Tanjung Bira melanjutakn perjalanan laut 
dengan naik feri penyebrangan menuju Dermaga Pamatata 
Selayar.(terletak dibagian timur Pulau Selayar). Waktu tempuh 
2 jam. 
e. Dari Dermaga Pamatata melanjutkan naik bus menuju terminal 
kota Benteng Selayar. (Terletak di Bagian Barat Pulau Selayar) 
f. Tarif untuk bus AC dari Makassar sampai ke Selayar Rp. 
170.000,-/orang. 
2. Jalur udara  
a. Wings Air. Tipe pesawat ATR 72 dengan kapasitas 72 kursi. 
Berangkat dari Makassar jam 08.55 setiap hari Selasa, Kamis, 




b. AviaStar. Kapasitas penumpang 18 kursi. Berangkat setiap hari 
Sabtu 7.05 Wita. Waktu tempuh selama 40 menit. 
c. Merpati Airline. Berangkat setiap hari Senin dan Rabu pukul 
08.00 Wita dengan harga mulai Rp450-Rp632 ribu. Perjalanan 
memakan waktu sekitar 40 menit. 
Adapun masalah transportasi menuju Kabupaten Kepulaun Selayar 
khususnya untuk transportasi mengunjungi obyek-obyek wisata, 
pemerintah telah memiliki rencana untuk menghubungkan tiga provinsi 
yaitu Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. 
Agar memudahkan pengunjung melakukan kunjungan wisata ke 
Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam rangka mewujudkan rencana 
tersebut pemerintah bekerjasama dengan kapal Pelni dan pengusaha 
travel. 
4.4. Sumber Daya Potensi Pariwisata  
Potensi Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Selayar 
sangat melimpa dengan bentangan alam yang cuku menakjubkan, 
kekayaan alam bawah laut yang eksotis, serta keanakaragaman budaya 
yang ada di kabupaten kepulauan selayar, dan yang sangat menonjol 
adalah potensi wisata lautnya yang menawarkan panorama 
terumbukarang yang sangaat luas serta begitu indah yang masi alami 
dihiasi oleh mahkluk hidup didalamya. Sumber daya potensi Pariwisata ini 




Potensi Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 
 
Potensi Jumlah Keterangan 
1 2 3 
Wisata Diving Pantai Timur 25 site Bonea Makmur 2 site 
Bonto Marannu 2 site 
Bonto Bangun 2 site 
Bonto Sunggu 2 site 
Desa Harapan 2 site 
Laiyolo 3 site 
Lowa 12 site 
Pantai Barat 11 site Patilereng 1 site 
Bontoborusu 5 site 
Desa Baru 5 site 
Taman Nasional 
Takabonerate 11 Site 
Pulau Belang-belang 1 
site 
Taka Gantarang 1 site 
Taka lamungan 1 site 
 Pulau Rajuni kiddi 1 site 
Pulau Jinato 1 site 
Taka Rajuni 1 site 
Taka Sepe 1 site 
Taka Bongko 1 site 
Taka Belanda 1 site 
P. Tinabo 1 site 
Taka teros 1 site 
Wisata Budaya 5 tarian traditional  Pakarena Balla Bulo 




5 kesenian daerah Batti-Batti 
Rambang-Rambang 
Dide’ 
Ngarra Pandang/ Ambelu 
Jala Ombong 










Pantai Liang Kareta Dusun Buloiya kec. 
Bontoharu 
Pantai Je’neiya Kec. Bontoharu 
Pantai Liang Tarrusu Kec. Bontoharu 
Pantai Baloiya Kec. Bontosikuyu 
Pantai Turungan Kec. Bontosikuyu 
Pantai Ngapaloka Kec. Bontosikuyu 
Pantai Bonetappalang Kec. Bontosikuyu 
Pantai Hara Kec. Bontosikuyu 
Pantai Batang Kec. Bontosikuyu 
Pantai Pinang Kec. Bontosikuyu 
Pantai Bonesialla Kec. Bontosikuyu 
 Air Terjun Ohe Gonggong Kec. Bontosikuyu 
Air Terjun Suttia Kec. Bontomate’ne 
Air Terjun Balang 
Kalambu 
Kec. Bontoharu 




1 lokasi Dusun Tulang Desa 
Barugaiya, Kec. 
Bontomate’ne 
Sumber : Dinas Kepariwisataan Kab. Kep. Selayar dan Dikelolah Oleh Penulis 2017 
Selain apa yang tersebut di atas, yang tak kalah pentingnya adalah 
usaha pariwisata yang terdapat di Selayar. Usaha pariwisata ini mencakup 
13 (tiga belas) Bidang Usaha yaitu : Daya Tarik Wisata, Kawasan 
Pariwisata, Jasa Transportasi Wisata, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa 
Makanan dan Minuman, Penyediaan Akomodasi, Penyelenggaraan 
1 2 3 
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Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, (Penyelenggaraan Pertemuan, 
Perjalanan Insentif, Pameran, Konfrensi dan Pameran), Jasa Informasi 
Pariwisata, Jasa Konsultan Pariwisata, Jasa Pramuwisata, Wisata Tirta 
dan Spa. Bidang Usaha Pariwisata yang terdaftar di Selayar adalah : 
Tabel 4.4 
Bidang Usaha Pariwisata di  Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 
No. Bidang usaha Jumlah Usaha Lokasi 
1. Daya Tarik Wisata 2 Usaha Bonetappalang,  
Baloyya 
2. Penyediaan Akomodasi 9 usaha Bonetappalang, 
baloyya, 
Benteng 
3. Penyelenggaraan Kegiatan 
Hiburan dan Rekreasi 
4 usaha Benteng 
4. Jasa Perjalanan wisata 4 usaha Benteng 
5. Wisata Tirta 3 usaha Benteng 
6. Jasa Makanan dan 
Minuman 
13 usaha Benteng 
Sumber : Dinas Kepariwisataan Kab. Kep. Selayar dan Dikelolah oleh penulis 2017 
 
4.5. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Kepulaun Selayar  
Perubahan bentuk pemerintahan Selayar menjadi sebuah 
kabupaten yang dipimpin oleh seorang pejabat bernama bupati, 
sebenarnya bukanlah kondisi final dan puncak perjuangan rakyat bersama 
pemerintah. Sebaliknya, merupakan sebuah babakan baru sistem 
pemerintahan yang senantiasa bergumul dan bergelut mencari identitas 
diri dalam paket pembenahan struktur pemerintahan. Karena itu, dapat 
dipahami bahwa pasca terbentuknya kabupaten maka sederet perubahan 
pun kembali terjadi baik menyangkut struktur maupun sistem 
pemerintahan dan bahkan kondisi perpolitikan di tingkat nasional maupun 
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lokal turut memberi warna setiap fase dinamika dan tahap perkembangan 
Selayar di kemudian hari. 
Pasca terbentuknya daerah tingkat II sesuai dengan Undang-
Undang No. 29 Tahun 1959, Selayar secara adaptable berusaha 
menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan sebagaimana yang 
berlaku saat itu. Maksudnya, bahwa berkaitan dengan perubahan sistem 
pemerintahan dari sistem demokrasi liberal ke sistem demokrasi 
terpimpin, menuntut berbagai langkah penyesuaian. Perubahan ini pada 
dasarnya terkait dengan landasan konstitusional yakni Undang-Undang 
No. 29 Tahun 1959, sebagaimana diketahui merupakan penegasan dari 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, sedangkan undang-undang ini 
merupakan penjabaran implementatif dari Pasal 31 dan 32 UUDS 1950. 
Sejak terjadi perubahan sistem pemerintahan dari demokrasi liberal 
ke demokrasi terpimpin, maka pada saat yang sama UUD dianggap tidak 
berlaku lagi. Hal ini berlaku tentu saja sejak dinyatakannya kembali 
pemberlakuan UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Perubahan 
sistem di tingkat pusat ini, pada gilirannya berpengaruh terhadap proses 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah. Mengenai perubahan 
sistem ini ditetapkan melalui Panpres No. 6 Tahun 1959 yang mengatur 
tentang pemerintahan daerah yang disempurnakan. Meskipun demikian, 
hal mengenai penyelenggaraan di bidang urusan rumah tangga daerah 
dan tugas perbantuan dalam pemerintahan, tetap dilaksanakan dengan 
mengacu pada ketentuan lama yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 
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 Sebagaimana halnya daerah lain, Kabupaten Selayar sesuai 
dengan Panpres tersebut struktur pemerintahan daerahnya terdiri atas 
kepala daerah dan DPRD (sebelumnya DPRD dan DPD). Maksudnya, 
bahwa pada saat ini DPD dihapus dan digantikan dengan lembaga 
bernama Badan Pemerintah Harian (BPH). Pada operasionalnya, lembaga 
yang baru dibentuk yakni BPH ini bertindak sebagai pelaksana tugas 
membantu kepala daerah. Dalam operasionalnya, Panpres No. 6 Tahun 
1959 ini didasarkan atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. 
Kemudian mengenai struktur pemerintahan dan tugas kepala 
daerah, yang ditetapkan dalam Pasal 1 dan 2 Panpres No. 6 Tahun 1959 
adalah: (1) pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, (2) dalam menjalankan tugasnya kepala 
daerah dibantu oleh BPH. Anggota BPH adalah pembantu-pembantu 
kepala daerah sebagaimana menteri-menteri negara pembantu presiden 
menurut sistem UUD 1945. Kemudian menyangkut kedudukan dan fungsi 
kepala daerah, juga dijelaskan menurut Pasal 14 Panpres No. 6 Tahun 
1959, sebagai berikut: Ayat (1) kedudukan kepala daerah, (a) alat 
pemerintah pusat, (b) alat pemerintah daerah; (2) sebagaimana alat 
pemerintah pusat, kepala daerah bertugas: (a) mengurus ketertiban dan 
keamanan umum daerah, (b) menyelenggarakan koordinasi antara 
jawatan-jawatan pemerintah pusat di daerah dan antara jawatan-jawatan 
tersebut dengan perintah daerah; (3) melakukan pengawasan atas 
jalannya pemerintahan daerah di daerahnya termasuk di sini adalah 
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mempertanggung jawabkan keputusan DPRD-nya (Panpres No. 6 Tahun 
1959). 
Perubahan lainnya yang terjadi terkait dengan sistem 
penyelenggaraan pemerintahan di Selayar, yakni pembubaran distrik 49 
lama. Sekedar digambarkan kembali bahwa sebelumnya terdapat 
sebanyak 17 Distrik di Selayar (wilayah daratan dan kepulauan). Proses 
pembubaran atas distrik-distrik tersebut mengacu pada Radiogram 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 16 Agustus 1961 No. 
1/2/45, bersama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Selayar 
tertanggal 19 November 1961 No. 213/up/1961, sekaligus sebagai 
realisasi dari surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. 
Bila mengacu pada nama-nama Gubernur yang pernah menjabat di 
Provinsi Sulawesi Selatan, maka radiogram Gubernur yang dimaksud 
terkait dengan pembubaran distrik adalah Gubernur Brigjen Rivai yang 
memerintah sejak tahun 1960 hingga tahun 1966. Demikian pula 
mengenai keputusan Bupati yang dimaksud sebagai realisasi surat edaran 
Gubernur menyangkut pembubaran distrik, tentu saja adalah pada masa 
jabatan Andi Matja Amirullah (Bupati pertama Kabupaten Selayar) yang 
memerintah sejak 4 Maret 1960 hingga 10 April 1965. 
Perubahan sistem pemerintahan di Selayar yang ditandai oleh 
pembubaran distrik, kemudian diiringi oleh pembentukan beberapa 
Kecamatan dan membawahi Desa. Hal ini terjadi pasca penyerahan 
pemerintahan kepada daerah otonom tingkat II dalam wilayah Sulawesi 
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Selatan (Undang-Undang No. 18 Tahun 1965). Terbentuknya Kabupaten 
daerah tingkat II Selayar dan selanjutnya dibentuk Kecamatan-
Kecamatan, berdasar pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat I 50 Provinsi Sulawesi Selatan No. 450/XII/1965 tentang Pedoman 
Pembentukan Desa Gaya Baru dan Kecamatan Bekas Distrik-Distrik. 
Tabel 4.2 
Nama-nama Bupati Kepulauan Selayar 
















Sumber : Wikipedia.org 2017 dan Dikelolah oleh Penulis 2017 
No Nama Bupati Periode 
1 2 3 
1 Patta Tjora  1965 
2 A. H. Dg. Marimba 1965 – 1968 
3 Abd. Rauf Rachman 1969 – 1971 
4 Andi Palioi 1971 – 1974 
5 Anas Achmad  1975 – 1983 
6 Ismail  1984 – 1989 
7 Zaenal Arifin Kammi 1989 – 1994 
8 H. M. Akib Patta 1994 – 1999 
9 H. M. Akib Patta 1999 – 2004 
10 H. A. Syamsul Alam Mallarangeng 2004 – 2005 
11 H. Syahrir Wahab 2005 – 2015 
12 Muhammad Basli Ali 2016 – Sekarang 
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4.6. Gambaran Umum Dinas Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan 
Selayar 
 
Dinas Kepariwisataan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas 
Kepariwisataan merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai 
tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam Perbup Kepulauan Selayar 
Nomor 8 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut : Pembentukan susunan 
organisasi dan formasi Dinas Kepariwisataan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri. Adapun Visi dan Misi Dinas 
Kepariwisataan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang 
Kepariwisataan dan salah satu pelaku pembangunan Kepariwisataan 
daerah merumuskan visi sebagai berikut “Menjadikan Kabupaten 
Kepulaun Selayar sebagai Destinasi Pariwisata Bahari Unggulan Sulawesi 
Selatan”. Visi tersebut memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai, 
guna memberikan fokus terhadap program yang dilaksanakan maupun 
untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak, maka ditetapkan misi 
sebagai berikut:  
1. Membangun kawasan pengembangan pariwisata serta jaringan 
informasi dan promosi pemasaran. 
2. Meningkatkan penguatan sinergitas lembaga dan peran serta 
masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan. 
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3. Menggambarkan kebudayaan daerah dan hasil-hasil budaya yang 
menggambarkan sejarah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 
 
4.6.1. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Kepariwisataan 
Dinas Kepariwisataan merupakan lembaga teknis daerah yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan , Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepariwisataan berhak 
mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Selain itu, Dinas Kepariwisataan berkewajiban : 
1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, 
serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. 
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha 
pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama 
dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian 
hukum. 
3. Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan, asset nasional 
yang menjadi daya tarik wisata dan asset potensial yang belum 
tergali. 
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam 
rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif 
bagi masyarakat luas. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 
Cagar Budaya, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk:  
1. Mengeluarkan izin melakukan pencarian Cagar Budaya atau 
yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, 
dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air. 
2. Bekerjasama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran 
Cagar Budaya. 
3. Dinas Kepariwisataan mengeluarkan penetapan status Cagar 
Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar 
Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, 
dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai 
cagar budaya. 
4. Melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan 
kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, 
dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli 
Cagar Budaya. 
5. Dinas Kepariwisataan berkewajiban memberikan dukungan 
teknis dan/atau kepakaran atas upaya setiap orang melestarikan 
Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai. 
6. Dinas Kepariwisataan yang melakukan Penyelamatan wajib 
menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, 
atau kerusakan baru. 
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7. Dinas Kepariwisataan menginformasikan dan mempublikasikan 
hasil penelitian cagar buday  kepada masyarakat. 
8. Dinas Kepariwisataan dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk 
kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, 
teknologi, kebudayaan, dan pariwisata, memfasilitasi 
pemanfaatan dan promosi cagar budaya yang dilakukan oleh 
setiap orang. 
9. Menetapkan etika pelestarian cagar budaya. 
10. Mengoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor 
dan wilayah. 
11. Menghimpun data cagar budaya. 
12. Menetapkan peringkat cagar budaya. 
13. Menetapkan dan mencabut status cagar budaya. 
14. Membuat peraturan pengelolaan cagar budaya. 
15. Menyelenggarakan kerja sama pelestarian cagar budaya. 
16. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum. 
17. Mengelola kawasan cagar budaya. 
18. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang 
pelekstarian, penelitian, dan museum. 
19. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang 
kepurbakalaan. 
20. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah 
melakukan pelestarian cagar budaya. 
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21. Memindahkan dan/atau menyimpan cagar budaya untuk 
kepentingan pengamanan. 
22. Menetapkan batas situs dan kawasan. 
23. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses 
pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau 
musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-
bagiannya. 
24. Dinas Kepariwisataan bertanggung jawab terhadap pengawasan 
pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya. 
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, ditetapkan sebagai berikut : 
1. Tugas Pokok 
Membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan di 
bidang kebudayaan dan pariwisata. 
2. Fungsi 
Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan 
Pariwisata; Perencanaan dan memprogramkan di Bidang 
Kebudayaan dan Pariwisata; Pemberian izin dan pelayanan umum 
di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata; Pengendalian dan 
Pengamanan Teknis Operasional di Bidang Kebudayaan dan 
Pariwisata; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan. 
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata, maka dibentuklah organisasi Dinas sebagai berikut : 
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a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
Sub Bagian Hukum dan Perencanaan; Sub Bagian Keuangan. 
c. Bidang Destinsi Pariwisata, terdiri dari : Seksi Pengembangan 
Daya Tarik Wisata; Seksi Perencanaan Destinasi dan Investasi 
Pariwisata; Seksi Pembangunan Industri Pariwisata. 
d. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari : Seksi Promosi 
Pariwisata; Seksi Analisis Data dan Pengembnagan Pasar; Seksi 
Pengembangan Event Pariwisata. 
e. Bidang SDM dan Kelembagaan Pariwisata, terdiri dari : Seksi 
Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata; Seksi Peningktan 
Kerjasama Kelembagaan Pariwisata; Seksi Pemberdayaan Peran 
Serta Masyrakat Pariwisata. 
f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri dari : Seksi Kreatif 
Berbasis Media, Desai, dan IPTEK; Seksi Ekonomi Kreatif 
Berbasis Seni Budaya; Seksi Pengembangan Sarana dan 
Prasana Kreatif. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional 
Struktur Organisasi Dinas Kepariwisataan  Kabupaten Kepulauan 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil penelitian merupakan keseluruhan hasil dari apa yang 
menjadi observasi dan pengumpulan data-data yang cukup menunjang 
penelitian tersebut.  Sehubungan dengan itu, maka bab V akan 
menguraikan dan menjelaskan 4 hal yang merupakan kerangka pemikiran 
peneliti tentang Kebijkan Penataan Pariwisata Kabupaten Kepulaun 
Selayar diantaranya: aspek birokrasi, sumber daya, disposisi, dan 
komunikasi Semua aspek akan di urai lebih lanjut. 
 
5.1. Hambatan yang dihadapi dalam Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar 
 
Pelaksanaan kebijakan merupakan proses dari suatu kebijakan 
yang merupakan suatu proses yang kompleks bahkan tidak jarang 
bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Setiap 
pelaksanaan kebijakan tentu tidak berjalan dengan mulus sesuai dengan 
apa yang telah direncanakan.  
Pelaksanaan kebijakan sering dianggap hanya merupakan 
pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para 
pengambil keputusan. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan 
pelaksanaan kebijakan menjadi begitu penting karena suatu kebijakan 
yang telah diputuskan tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan 




merupakan tahap dimana suatu kebijakan direalisasikan oleh pelaksana 
kebijakan  secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu 
sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pendekatan 
institusional dimana kebijakan yang sudah ditetapakan harus dijalankan 
sebagaimana mestinya oleh instansi yang terlibat di dalamnya. 
Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kepulaun Selayar 
merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Kepariwisataan Nasional. 
Sumber potensi kepariwisataan baik yang berupa objek dan daya tarik 
wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa 
pariwisata, dan lainnya merupakan modal dasar bagi pengembangan 
kepariwisataan daerah. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal 
untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kemakmuran rakyat, 
memperluas lapangan kerja, mendorong pengembangan daerah, serta 
memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air. 
Wilayah Kabupaten Kepulaun Selayar pemerintah daerah telah 
mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang 
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan 
Selayar. Karena Peraturan Daerah tersebut telah di tetapkan dan 
disahkan dan diberlakukan pada tanggal 28 Oktober 2011 maka kebijakan 
tersebut harus diterapkan untuk mencapai tujuan utama Peraturan Daerah 
tersebut dibuat. Penulis menggunakan konsep Edward III dalam melihat 
Pelaksanaan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2011 tentang Rencana 
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Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.  
Edward III menjelaskan bahwa ada tiga variabel yang menjadi 
indikator dalam pelekasanaan suatu kebijakan yaitu struktur birokrasi, 
sumber daya, dan  komunikasi 
 
5.1.1. Struktur Birokrasi dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten 
Kepulauan Selayar 
 
Struktur birokrasi yang apabila para pelaksana kebijakan 
mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan 
untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut 
tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam 
struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya 
kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada 
kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya 
menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi 
sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan 
yang telah diputuskan.  
Menurut George C. Edwards dalam Agustino Leo (2014) Aspek 
struktur organisasi ini melingkupi mekanisme, dalam pelaksanaan 
kebijakan biasanya sudah dibuat Standard Operational Procedure (SOP). 
SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar 
dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran 
kebijakan. 
Mekanisme birokrasi merupakan salah satu aspek yang berperan 
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penting dalam pengembangan pariwisata, sebab mekanisme birokrasi 
yang baik memudahkan pengelola membenahi urusan administarasi 
berkenaan dengan pengembangan pariwisata. Dalam pelaksanaan 
kebijakan biasanya dibuat standart operation procedur (SOP). SOP 
menjadi pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan dalam bertindak agar 
dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran 
kebijakan. 
Pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata yang 
dilaksanakan oleh Dinas Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar 
kiranya memiliki pedoman dengan tujuan agar pelaksanaan kebijakan itu 
tepat sasaran. Hal tersebut membuat pelaksana kebijakan tidak akan 
mengalami kesulitan dalam melaksanakan tujuan dari kebijakan tersebut. 
Penulis melakukan wawancara terkait kebijakan pengembangan 
pariwisata pada aspek mekanisme birokrasi, berikut pemaparanya: 
“Dalam melaksanakan kegiatan mengenai pengembangan 
pariwisata itu ada standar operasional prosedur dan setiap kegiatan 
yang telah dilaksanakan telah dilaporkan setiap kegiatan tersebut” 
(SN, Kabid Destinasi Dinas Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan 
Selayar, 4 Maret 2017). 
 
Berdasarkan informasi dari informan, Dinas Pariwisata itu 
melaksanakan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan 
pariwisata itu mengikuti standard operational prosedur. Sehingga kegiatan 
tersebut dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. 
Pendapat senada yang diutarakan oleh informan ke  penulis dalam 
wawancara yang berkaitan dengan kebijakan penataan pariwisata pada 
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aspek mekanisme birokrasi, hasilnya sebagai berikut: 
“Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kepariwisataan itu 
dibuatkan bukti sebagai bentuk pertanggungjawaban serta 
pelaporan bahwa kegiatan tersebut telah dilakasanakan” (MZ, 
Kabid SDM dan Kelembagaan Dinas Kepariwisataan Kabupaten 
Kepulauan Selayar, 7 Maret 2017) 
 
Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kepariwisataan yang 
dilaksanakan oleh para staf itu di buatkan pelaporan sebagai bukti telah 
melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan adanya pelaporan tersebut 
maka akan membantu Dinas Kepariwisataan dapat mengoreksi kembali 
apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan bilamana 
kegiatan tersebut belum memenuhi tujuan dari kebijakan tersebut maka 
dapat di analisa dan mendapat solusi untuk memperbaiki kegiatan-
kegiatan kedepanya sehingga kegiatan yang dilaksanakan kedepanya itu 
tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut.   
Pelaksanaan Peraturan Daerah Selayar No. 07 Tahun 2011 tentang 
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Selayar, instansi yang ditunjuk 
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah pihak Dinas 
Kepariwisataan serta Masyarakat. Adapun tugas atau wewenang yang 
diberikan kepada yang melaksanakan dan pengendalian Peraturan Daerah 
No. 07 Tahun 2011 menurut keputusan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 
2011 pasal 39-42 Kabupaten Kepulaun Selayar yaitu : 
1. Pelaksanaan RIPP berbentuk program pengembangan pariwisata 
diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak swasta dengan 




2. Pengendalian pelaksanaan RIPP diselenggarakan melalui 
kegiatan pengawasan dan penertiban. 
3. Pengawasan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, 
pemantauan, dan evaluasi. Penertiban diselenggarakan dalam 
bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku. 
4. Pelaksanaan dan pengendalian dilaksanakan oleh Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata serta instansi terkait. 
Bagian yang terpenting dalam organisasi kebijakan adalah adanya 
SOP. Kegunaan SOP merupakan suatu pedoman tertulis yang digunakan 
untuk menggerakkan pelaksana dalam pembagian tugas agar organisasi 
yang dijalankan efektif sehingga tujuan yang ditetapkan dapat 
terealisasikan. Kegunaan SOP pada pelaksana kebijakan Peraturan 
Daerah ini adalah pertama, agar pelaksana menjaga konsistensi dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, kedua agar mengetahui 
dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi, ketiga 
memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap aparatur 
pelaksana, keempat untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan. 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang menjadi pedoman 
Dinas Kepariwisataan dalam menjalankan fungsinya adalah Peraturan 
Daerah Kabupaten Kepulaun Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan 
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Selayar, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas 
Kepariwisataan. Mengenai tugas yang di berikan sudah sangat jelas. 
Namun kenyataannya di lapangan sangat berbeda seperti apa yang 
diarahkan.  
Peran Dinas Kepariwisataan sebagai birokrasi yang menjalankan 
kebijakan pengembangan pariwisata, bukan hanya melakaukan kerja 
sama di lingkungan internal saja akan tetapi harus juga melakukan 
kerjasama dengan SKPD lain, guna mempermudah pengembangan 
pariwisata. Dalam struktur birokrasi Dinas Kepariwisataan tentu memiliki 
bidang yang bertuga untuk melakukan kordinasi dan kerjasama dengan 
lembaga lain untuk menujang kelancaran pengembangan pariwisata. 
Penulis melakukan wawancara terkait kebijakan penataan 
pariwisata pada aspek birokrasi, berikut pemaparanya: 
“Dalam pengembangan pariwisata itu perlu melakukan koordinasi 
dengan SKPD yang terkai dengan pengembangan pariwisata. 
pengembangan pariwisata itu multiplier effect. Membutuhkan 
hampir semua sektor yang ada” (MZ, Kabid SDM dan 
Kelembagaan Dinas Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan 
Selayar, 7 Maret 2017) 
 
Berdasarkan informasi yang di peroleh bahwa Dinas 
Kepariwisataan menginginkan semua sektor harus membantu dalam 
pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten 
Kepulauan Selayar. Kerjasama dengan sektor lain tentu akan 
memudahkan Dinas Kepariwisataan untuk melaksanakan fungsi dan 
wewenangnya dengan baik. 
Pendapat yang hampir sama didapatkan penulis ketika melakukan 
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wawancara dengan informan lain terkait kebijakan penataan pariwisata 
pada aspek birokrasi, pemaparanya sebagai berikut: 
 “Pengembangan pariwisata itu bersifat lintas sektoral, dimana tidak 
semua pekerjaan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata 
seperti jalan itu dikerjakan oleh Dinas PU, transportasi itu Dinas 
Perhubungan. Sementara hal yang mendasar dalam 
pengembangan pariwisata itu ialah akses, air bersih, dan sinyal 
untuk berkomunikasi” (AA Ketua Komisi I DPRD Kabupaten 
Kepulauan Selayar, 03 Maret 2017) 
 
 Informan tersebut menyatakan bahwa setiap pembangunan sarana 
dan prasarana di objek wisata itu dilaksanakan oleh semua sektor yang 
terlibat didalamnya bukan hanya Dinas Kepariwisataan yang 
melaksanakan pembangunan tersebut. Akan tetapi dalam realitasnya di 
lapangan masih banyak sarana dan prasarana di objek wisata yang 
dikelola tidak memadai seperti halnya jalan yang kurang memadai untuk 
menempuh tempat wisata tersebut. Hal senada juga dikatakan oleh 
informan terkait dengan sarana dan prasarana tempat wisata, berikut 
pemaparannya: 
“Pantai Pabadilang ini dikelola oleh pemerintah tapi kondisi jalan 
menuju Pantai Pabadilang ini masih belum memadai, belum ada 
perbaikan jalan selama Pantai Pabadilang ini dibuka untuk umum” 
(SD, Penjaga Pantai Pabadilang, 19 Maret 2017 ) 
 
 Melihat realitas yang terjadi di lapangan maupun apa yang 
dikatakan beberapa informan, kerjasama antar lintas sektor dalam 
pengembangan pariwisata masih belum terlihat. Dinas PU belum 
memperbaiki jalan untuk akses ke tempat wisata tersebut sehingga Dinas 
Kepariwisataan akan sulit mengembangan objek wisata ini karena 





Mekanisme Birokrasi dalam Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 
Uraian Analisis 
1 2 3 
1 Pelaksanaan  kegiatan yang 
berkaitan dengan pengembangan 
pariwisata terdapat standar 
operasional prosedur. 
 
Setiap kegiatan yang 
dilakukan oleh Dinas 
Kepariwisataan itu memiliki 
standar oprasional prosedur 
serta melakukan pelaporan 
dari kegiatan tersebut. Hal ini 
akan membuat kegiatan yang 
dilaksanakan itu akan lebih 
terkontrol serta dapat 
diketahui sejauh mana 
keberhasilan dari kegiatan 
tersebut. 
2 Setiap kegiatan yang dilakukan 
oleh Dinas Kepariwisataan itu 
dibuatkan pertanggungjawaban. 
Kegiatan yang dilakukan oleh 
Dinas Kepariwisataan itu dibuat 
pelaporan bahwa kegiatan 
tersebut telah dilaksanakan. 
Dengan adanya pelaporan 
tersebut maka akan membantu 
Dinas Kepariwisataan dapat 
mengoreksi kembali apakah 
kegiatan tersebut berjalan 
sesuai dengan rencana 
3 Dinas kepariwisataan perlu 
melakukan koordinasi dengan 
SKPD yang terkai dengan 
pengembangan pariwisata.  
Keterlibatan  serta koordinasi 
dengan SKPD yang terkait 
dengan pengambangan 
pariwisata itu sangat 
diperlukan. Dalam 
pengambangan pariwisata 
bukan hanya Dinas 
Kepariwisataan yang bekerja 
tetapi melibatkan semua sektor 
yang ada. Koordinasi yang 
baiak akan lebih memudahkan 
pengembangan pariwisata. 
4 Pengembangan pariwisata selayar 
bersifat lintas sektoral, dimana 
tidak semua pekerjaan pariwisata 
dilaksanakan oleh Dinas 
Pariwisata seperti jalan itu 
dikerjakan oleh Dinas PU, 
transportasi itu Dinas 
Hal mendasar dalam 
pengembangan pariwisata itu 
ialah akses, air bersih dan 
sinya untuk berkomunikasi. 
Semua hal tersebut tentu 




Perhubungan.  SKPD yang bersangkutan 
dalam hal fasilitas di tempat 
wisata. Dinas Pariwisata 
diharapkan mampu 
melaksanakan kerjasama 
lintas sektoral ini guna 
kelancaran pengambangan 
pariwisata. 
5 Akses menju Pantai Pabadilang 
Selayar yang dikelola pemerintah 
masih belum memadai 
Salah satu pantai objek wisata 
yang dikelola pemerintah yaitu 
pantai pabadilang bermasalah 
pada akses atau jalan menuju 
tempat tersebut belum pernah 
diperbaiki sejak terbuka 
pertama kali 
Hasil olah Data Primer, 2017 
 Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 
Kepariwisataan itu memiliki standar oprasional prosedur dan membuat 
pelaporan ketika kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan  dengan 
tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan tersebut 
dilaksanakan. Dengan adanya standar oprasional prosedur tentu dalam 
pelaksanaan kebijakan tidak akan keluar jalur dari tujuan kebijakan 
tersebut serta pkeberhasilan kebijakan akan diketahui melalu pelaporan 
tersebut. Upaya dari Dinas Kepariwisataan itu cukup baik untuk 
menunjang pelaksanaan kebijakan penataan pariwisata. Dalam struktur 
birokrasi Dinas Kepariwisataan tentu memiliki bidang yang bertugas untuk 
melakukan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain untuk menujang 
kelancaran pengembangan pariwisata. Kerjasama antar lintas sektor yang 
dilakaukan oleh Dinas Kepariwisataaan dalam pengembangan pariwisata 
masih belum terlihat. Seperti Dinas PU belum memperbaiki jalan untuk 
akses ke tempat wisata tersebut sehingga Dinas Kepariwisataan akan sulit 
1 2 3 
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mengembangan objek wisata ini karena terhalang oleh akses yang belum 
memadai. 
 
5.1.2. Sumber Daya dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten 
Kepulauan Selayar 
 
Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan 
keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan dan cukup tentang cara 
untuk pelaksanaan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat 
dalam pelaksanaan kebijkan. Untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini 
dilakukan semuanya sebagaimana dimaksudkan dan berbagai fasilitas 
didalamnya atau dengannya harus memberikan pelayanan. Sumber daya 
yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan 
diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan dan peraturan-peraturan 
yang layak tidak akan dikembangkan. 
Menurut George Edward III dalam Agustino Leo (2014) menyatakan 
bahwa: sumber daya bisa menjadi faktor kritis dalam melaksanakan 
kebijakan. Sumberdaya penting meliputi staf dengan jumlah yang cukup, 
dan dengan keterampilan untuk melakukan tugasnya serta informasinya, 
otoritas dan fasilitas yang perlu untuk menerjemahkan proposal pada 
makalah ke dalam pemberian pelayanan publik. Akibat tidak tersedianya 
sumber daya yang  memadai, maka akan mendatangkan rintangan 
terhadap pelaksanaan kebijakan. 
Kabupaten Kepulaun Selayar sebagai Daerah Otonom sudah pasti 
memiliki sumber daya, guna melaksanakan kebijakan yang telah 
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ditetapkan termasuk dalam melaksanakan Peraturan Daerah sebagai 
salah satu produk hukum daerah. Sumber daya yang dimaksud berkaitan 
dengan segala sumber yang digunakan untuk mendukung keberhasilan 
implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya 
manusia dan anggaranyang dijelaskan sebagai berikut :  
 
5.1.2.1. Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar 
 
Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang 
paling menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan yang akan dilakukan. 
Kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan disebabkan 
oleh karena aparatur birorasi yang tidak mencukupi, memadai, ataupun 
tidak kompoten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor 
saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan 
keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan  
kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan atau 
melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 
Kemampuan staf itu sangat penting dalam menjalankan 
pelaksanaan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah, hal ini akan 
mempermudah staf untuk menganalisa komponen-komponen yang dapat 
menunjang berjalannya pelaksanaan kebijakan tersebut.  
Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2011 Kabupaten Kepulaun 
Selayar dirancang dan diajukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten 
Kepulauan Selayar dengan tujuan sebagai pedoman dalam 
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pengembangan pariwisata daerah. Dinas Pariwisata secara otomatis 
mempunyai andil besar dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut. 
Jumlah pegawai serta staf pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulaun 
Selayar selaku instansi yang melaksanakan kebijakan dapat kita lihat 
pada uraian berikut ini: 
Tabel 5.2 
Jumlah Pegawai Dinas Kepariwisataan Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 
No Jabatan Jumlah 
1 2 3 
1 Eselon IV 13 Orang 
2 Eselon III 5 Orang 
3 Pejabat Eselon II 1 Orang 
4 Staf (PNS) 22 Orang 
5 Staf (PTT) 12 Orang 
6 Staf (Sukarela) 23 Orang 
Jumlah 76 Orang 
Sumber: Dinas Kepariwisataan Kab. Kep. Selayar 2017 dan Dikelolah oleh Penulis 2017 
Penulis melakukan wawancara terkait kebijakan penataan 
pariwisata pada aspek Sumber Daya Manusia, berikut pemaparanya: 
“Para pegawai disini biasa diutus untuk melakukan studi banding 
atau pelatihan terkait pengembangan pariwisata seperti waktu itu 
ada perwakilan ke Bali dan Lombok untuk malakukan studi 
banding” (KS, Kadis Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan 
Selayar, 3 Maret 2017) 
 
Pendapat senada yang di utarakan oleh informan kepada penulis 
dalam wawancara yang berkaitan dengan kebijakan penataan pariwisata 
pada aspek aparatur birokrasi, hasilnya sebagai berikut: 
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“Setiap ada event-event yang berkaitan dengan pariwisata di 
daerah lain, biasa ada perwakilan yang diutus untuk menghadiri 
event-event tersebut” (MZ, Kabid SDM dan Kelembagaan Dinas 
Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar, 7 Maret 2017). 
 
Berdasarkan data pegawai dan informasi yang di sampaikan oleh Kadis 
dan Kabid SDM Dinas Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwa 
aparatur birorasi yang ada di Dinas Kepariwisataan telah memenuhi standar 
kuantitas untuk melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata tersebut. 
Namun berdasarkan kualitas aparatur birokrasi sebagian belum memenuhi 
standar kompetensi dalam menjalankan kebijakan Perda No. 7 Tahun 2011 
tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, apalagi dalam setiap 
pelatihan yang diikuti pihak Dinas Pariwisata hanya mengutus satu atau dua 
orang saja dalam melakukan studi banding atau pelatihan mengenai 
pengembangan pariwisata. Hal tersebut tentu akan menghambat pada 
pelaksanaan kebijakan tersebut. 
Penulis melakukan wawancara terkait kebijakan penataan 
pariwisata pada aspek aparatur birokrasi, berikut pemaparanya: 
“Saat ini kami di Dinas Pariwisata itu masih keterbatasan pegawai-
pegawai yang profesional untuk menunjang semua kegiatan-
kegiatan pengembangan pariwisata” (MZ, Kabid SDM dan 
Kelembagaan Dinas Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan 
Selayar, 7 Maret 2017). 
 Berdasarkan informasi yang dijelaskan oleh Kabid SDM dan 
Kelembagaan Dinas Kepariwisataan, bahwa Dinas Kepariwisataan itu 
sekarang masih kekurangan pegawai yang profesional atau ahli dibidang 
pariwisata. Sehingga dalam melaksanakan aktivitas pengembangan 
pariwisata itu masih cenderung kurang memenuhi standar yang telah 
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ditetapakan. Serta hubungan antara sesama pegawai itu kurang 
menciptakan kerjasama yang baik. Hal ini akan cenderung menurunkan 




Aparatur Birokrasi dalam Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 
Uraian Analisis 
1 2 3 
1 Dinas kepariwisataan melakukan 
studi banding atau pelatihan terkait 
pengembangan. 
Pelatihan terkait dalam 
pengembangan pariwisata 
yang dilakukan oleh daerah 
tertentu itu biasanya ada 
perwakilan dari Dinas 
Kepariwisataan Selayar untuk 
melakukan studi banding atau 
pelatihan, merupakan upaya 
Dinas kepariwisataan untuk 
terus meningkatkan mutu dari 
aparatur birokrasi dalam 
melaksanakan pengambangan 
pariwisata. 
2 Dinas Kepariwisataan  mengutus 
perwakilannya untuk menghadiri 
event-event yang dilaksanakan 
oleh daerah lain. 
Dinas Pariwisata biasa 
mengikuti setiap event-event 
yang berkaitan dengan 
pariwisataa yang dilakukan oleh 
daerah lain. Upaya tersebut 
dapat meningkatkan kreatifitas 
dari aparatur tersebut untuk 
mengadakan event-event  
pariwisata di Kabupaten 
Kepulauan Selayar. 
3 Dinas Kepariwisataan masih 
keterbatasan pegawai professional 
dalam  pengembangan pariwisata. 
Aparatu Birokrasi Profesiaonal 
yang ada di Dinas 
Kepariwisataan masi terbatas 
dalam melaksanakan kegiatan 
pengembangan pariwisata. 
Hal ini membuat pelaksanaan 
pengambangan pariwisata 
tidak akan maksimal. 
Hasil olah Data Primer, 2017 
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Dinas Kepariwisataan mengutus para staf untuk ikut serta dalam 
pelatihan yang diadakan oleh daerah lain serta mengikuti event-event 
yang berkaitan dengan Dinas Kepariwisataan. Hal ini akan meningkatkan 
kreativitas dari para pengawai dalam hal pengembangan pariwisata. Akan 
tetapi aparatur Dinas Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar yang 
professional masih terbatas dalam melaksanakan kebijakan 
pengembangan pariwisata, sehingga pelaksanaan pengambangan 
pariwisata tidak masimal.  
 
5.1.2.2. Sumber Daya Anggaran dalam Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar 
 
Sumber daya yang tidak kalah penting dalam pengembangan 
pariwisata ialah sumber daya anggaran, sumber daya anggaran yang 
memadai akan membuat kebijakan pengembangan pariwisata akan berjalan 
dengan baik sebalikanya bilamana anggaran yang kurang memadai akan 
membuat kebijakan pengembangan pariwisata tidak akan evektif dalam 
pelaksanaannya. 
Sebagai daerah otonom Kabupaten Kepulauan Selayar tentunya 
mempunyai sumber daya anggarn untuk melaksanakan kebijakan yang 
telah dibuat termasuk dalam pelaksanaan Peraturan Daerah sebagai 
suatu produk hukum daerah. Sumber daya anggaran dapat digunakan 
untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 
Pada pelaksanaan kebijakan, anggaran berkaitan dengan 
kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk 
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menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang 
memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai 
tujuan dan sasaran. Anggaran yang ada harus dapat menyesuaikan 
rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam pelaksanaan kebijakan, 
sehingga rencana tersebut yang satu akan selaras dengan lainnya. Untuk 
itu anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian 
yang ada dalam pelaksanaan kebijakan, karena semua kegiatan yang 
saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur 
dengan baik sehingga kebijakan akan berjalan sesuai dengan apa yang di 
harapkan. 
Sementara itu dalam melaksanakan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 
2011 tentang Rencana Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepuluan 
Selayar memiliki anggaran khusus yang dianggarkan dalam APBD 
Kabupaten Kepulauan Selayar. Seluruh biaya yang digunakan dalam 
penegakan Peraturan Daerah ini hanya dialokasikan melalui anggaran 
operasional Dinas Pariwisata.  
Penulis melakukan wawancara terkait kebijakan penataan 
pariwisata pada aspek Sumber Daya Anggaran, berikut pemaparanya: 
 “APBD yang dianggarkan untuk Dinas Pariwisata masih belum 
memenuhi standar sehingga kita disini bekerja sesuai budget yang 
dianggarkan” (KS, Kadis Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan 
Selayar, 3 Maret 2017) 
 
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan, penulis 
menganalisa bahwa Dinas Kepariwisataan bekerja sesuai dengan 
pengalokasian dana yang dianggarkan dalam melaksanakan kebijakan 
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tersebut. Sementara untuk bekerja lebih maksimal Dinas Kepariwisataan 
membutuhkan penambahan anggaran.  
Pendapat yang hampir sama didapatkan penulis ketika melakukan 
wawancara dengan informan lain terkait kebijakan penataan pariwisata 
pada aspek Sumber Daya Anggaran, berikut pemaparanya: 
 “Anggaran untuk Dinas Pariwisata saat ini masih 7 miliar dan itu 
belum memadai untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata 
Selayar dan anggaran tersebut belum memadai untuk 
pengembangan pariwisata Selayar. Dana anggara selama ini 
diperoleh hanya berasal dari APBD Selayar, belum ada kerjasama 
dengan pemerintah provinsi. Akan tetapi dalam waktu dekat ini kita 
akan merembukkan kembali mengenai peningkatan APBD untuk 
Dinas Pariwisata.” (AA Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan 
Selayar, 03 Maret 2017) 
 
Berdasarkan uraian informan berinisial AA kepada penulis 
menyatakan bahwa anggaran untuk Dinas Kepariwisataan saat ini masih 
7 miliar dan itu belum memadai untuk menujang pengembangan sektor 
pariwisata Selayar dan anggran tersebut belum memadai untuk 
pengambnagan pariwisata selayar. Dana anggara selama ini diperoleh 
hanya berasal dari APBD Selayar, belum ada kerjasama dengan 
pemerintah provinsi. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menilai bahwa 
pengalokasian dana untuk Dinas Pariwisata masih kurang memadai untuk 
menunjang pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten 
Kepulauan Selayar. Hal ini tentu merupakan penghalang untuk 






Sumber Daya Anggaran dalam Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 
Uraian Analisis 
1 2 3 
1 APBD Dinas Kepariwisataan masih 
belum memenuhi standar. 
Penganggaran yang berasal 
dari APBD belum mencukupi 
untuk keperluan pengembangan 
pariwisata di Kabupaten 
Kepulauan Selayar yang 
membutuhkan banyak dana,  
sehingga penganggaran perlu 
ditingkatkan  
2 Anggaran Dinas Pariwisata 
sebanyak 7 miliar untuk 
menunjang pengembangan sektor 
pariwisata Selayar. 
Jumlah dana yang dianggarkan 
sebanyak 7 milyar dari APBD 
Selayar, jumlah tersebut belum 
memenuhi jumlah yang cukup 
untuk mengembangkan 
kawasan pariwisatan di 
Kabupaten Kepulauan Selayar. 
Pendanaan yang diperoleh 
hanya berasal dari APBD 
Selayar tanpa ada bantuan dari 
pemerintah provinsi, sehingga 
DPRD berencana untuk 
merevisi ulang tentang 




Hasil olah Data Primer, 2017 
 Anggaran yang berasal dari APBD dalam pengembangan 
pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar masi belum memadai, 
sehingga dalam melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata itu 
kurang maksimal. Harapan Dinas Kepariwisataan itu perlu adanya 
peningkatan anggaran untun menunjang pengembangan pariwisata. 
Dengan anggaran yang memadai pelaksanaan pengembangan pariwisata 
akan bejalan sesuai dengan tujuan dari kebijakan btersebut. 
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Permasalahan sumber daya merupakan hal yang penting untuk 
menentukan sebuah kebijakan memiliki 2 komponen. Sumber Daya 
Manusia; Dinas Kepariwisataan sekarang masih kekurangan pegawai 
yang profesional atau ahli dibidang pariwisata. Sehingga dalam 
melaksanakan aktivitas pengembangan pariwisata itu masih cenderung 
kurang memenuhi standar yang telah ditetapakan. Anggaran ; Dinas 
Kepariwisataan saat ini masi kekurangan dalam Pengalokasian anggaran 
yang memadai untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata yang 
ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini akan membuat pelaksanaan 
kebijakan akan terhambat dan tidak sesuai dengan apa yang di maksud 
Perda N0. 7 Tahun 2011. 
 
5.1.3. Komunikasi dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten 
Kepulauan Selayar 
 
Komunikasi merupakan suatu kegiatan manusia untuk 
menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan 
atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap 
sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan 
yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan 
dengan permasalahan bagaimana hubungan yang dilakukan. Menurut 
George C. Edward ada 3 komponen komunikasi yang mempengaruhi 
pelaksanaan sebuah kebijakan yaitu penyampaian informasi, kejelasan 
dan konsistensi. 
Dalam komunikasi kebijakan yang terpenting adalah akses informasi. 
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Dimana Pemerintahan Daerah wajib menyebarluaskan rancangan atau 
peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Penyebarluasan bagi 
Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan dapat dilakukan 
sesuai dengan perintah Pasal 94 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan 
bahwa: Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan 
bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. 
Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui Peraturan 
Perundang-Undangan di daerah yang bersangkutan dan memahami isi serta 
maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan 
dengan mangadakan sosialisasi secara langsung maupun melalui media 
elektronik, atau media cetak di daerah yang bersangkutan.  Dengan demikian 
kebijakan yang di komunikasikan dengan tepat, akurat, dan konsisten akan 
dapat diketahui dan dimengerti serta pelaksana kebijakan akan semakin 
konsisten dalam melaksanakan kebijakan yang akan diterapkan.  
Untuk mengukur sejauh mana keefektifan komunikasi Peraturan 
Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan 
Pariwisata Selayar dapat dilihat pada indikator berikut ini.  
 
5.1.3.1. Proses Komunikasi dalam Pengembangan Pariwisata 
Selayar Melalui Indikator Penyampaian Informasi 
 
Penyampaian informasi mempunyai peran yang penting guna 
terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Penyampaian Informasi adalah 
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merubah yang mulanya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa 
menjadi bisa dan yang mulanya sulit menjadi mudah dimengerti. Oleh karena 
itu, perlu keseriusan dari pembuat maupun pelaksanan kebijakan dalam 
menyampaikan informasi kebijakan. Tujuan dari kebijakan tersebut tentunya 
akan terealisasikan apabila penyampaian informasi dapat di terima dengan 
jelas oleh pelaksana kebijakan dan dijalankan secara sungguh – sungguh 
sesuai dengan apa yang menjadi subtansi peraturan daerah ini. 
Penyampaian informasi menghendaki agar informasi tidak hanya 
disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok 
sasaran dan pihak yang terkait. komunikasi yang baik akan  dapat 
menghasilkan suatu pelaksanaan keijakan yang baik pula. Seringkali yang 
terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian. 
George C. Edwards dalam Agustino Leo (2014). 
Penulis melakukan wawancara terkait kebijakan penataan 
pariwisata pada aspek penyampaian informasi, berikut pemaparanya: 
“Sosialisasi mengenai kabijakan pengembangan pariwisata itu telah 
dilaksanakan kepada masyarakat maupun kelompok-kelompok 
sadar wisata dengan harapan masyarakat akan mengetahui dan 
mengerti tentang kebijakan tersebut” (SN, Kabid Destinasi Dinas 
Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar, 4 Maret 2017) 
 
 Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kabid Destinasi Dinas 
Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar, Penyampaian kebijakan 
mengenai pengembangan pariwisata kepada masyarakat maupun kelompok 
sadar wisata telah dilaksanakan. Hal ini membuat kebijakan pengembangan 
pariwista ini lebih dimengerti dan diketahui oleh semua kalangan, sehingga 
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dapat dijalankan dengan baik oleh pelaksana kebijakan maupun masyarakat 
yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata. 
 Selanjutnya pendapat senada yang disampaikan oleh informan ke  
penulis dalam wawancara yang berkaitan dengan kebijakan penataan 
pariwisata pada aspek penyampaian informasi, berikut pemaparannya: 
“Kami dari pihak Dinas Pariwisata melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat maupun kelompok sadar wisata pada acara 
Musrenbang yang dihadiri oleh setiap kalangan masyarakat. Untuk 
Peraturan Daerah ini tidak dilaksanakan  sosialisasi secara khusus, 
hanya dalam setiap peninjauan objek wisata selalu di tekankan 
kemasyarakat mengenai Peraturan Daerah ini” (KS, Kadis 
Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar, 3 Maret 2017) 
 
 Pengamatan penulis sendiri di lapangan mengenai penyampaian 
informasi mengenai Peraturan Daerah ini memang sudah pernah dilakukan 
baik dikalangan pelaksana kebijakan itu sendiri maupun ke masyarakat  akan 
tetapi pada nyatanya masih ada pihak pelaksana kebijakan ini yang masih 
belum memahami Peraturan Daerah ini. Kemudian dalam hal penyampaian 
informasi ke masyarakat masih pada tataran masyarakat tertentu dan tidak 
merata. Dalam suatu wawancara dengan salah satu masyarakat di sekitar 
objek wisata Pantai Pinang yang merupakan penduduk asli daerah situ: 
“Pemerintah daerah pernah melakukan sosialisasi mengenai 
pariwisata tapi saya tidak tahu apakah itu sosialisasi mengenai 
peraturan daerah tentang pengembangan pariwisata” (NW, 11 
Maret 2017)  
 
Berdasarkan asumsi tersebut pihak pelaksana kebijakan peraturan 
pemerintah ini belum bisa memaksimalkan penyampaian kebijakan di 
tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya merupakan subjek dalam 
pengimplitasian peraturan pemerintah tersebut. Proses komunikasi melalui 
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penyampaian informasi berkaitan dengan pelaksanaan peraturan 
pemerintah ini yang berlangsung antara masyarakat dengan 
implementator kebijakan secara substansial sangat minim. Penyampaian 
informasi yang dilaksanakan hanya memperlihatkan kesan bahwa saling 
tarik ulur didalam internal pelaksana kebijakan tersebut, dalam hal 
pelaksanaan kebijakan ini membuat masyarakat masih kurang paham 
mengenai berlangsungnya pelaksanaan peraturan daerah ini.  
Tabel 5.5 
No 
Proses Komunikasi dalam Pengembangan Pariwisata Selayar  
Melalui Indikator Penyampaian Informasi Tahun 2017 
Uraian Analisis 
1 2 3 
1 Sosialisasi kabijakan pengembangan 
pariwisata dilaksanakan ke 
masyarakat dan  kelompok sadar 
wisata. 
Memberikan informasi kebijakan 
berarti memberikan 
pemahaman agar masyarakat 
sadar akan pentingnya 
kebijakan pengembangan 
pariwista beserta kelompok 
masyarakat sadar wisata 
sehingga dapat membantu 
mensukseskan program 
tersebut 
2 Dinas Kepariwisataan melakukan 
sosialisasi ke masyarakat pada acara 
Musrenbang. 
Penyamapaian informasi 
kebijakan dilakukan Dinas 
pariwisata pada kegiatan 
Musrembang sebab kegiatan 




dilakukan hanya secara umum, 
tidak dilakukan secara khusus. 
3 Pemerintah daerah melakukan 
sosialisasi tapi masyarakat masih ada 
yang tidak mengerti sosialisasi 
tersebut. 
Salah satu anggota masyarakat 
menuturkan bahwa 
penyamapaian informasi  
pernah dilakukan tetapi tidak 
memahami kebijakan apa yang 
telah di informasikan. 
Hasil olah Data Primer, 2017 
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 Penyamapaian informasi kebijkan itu sangan penting untuk 
dilaksanakan guna menyebarluaskan kebijakan serta pelaksana maupun 
masyarakat itu tau akan adanya kebijakan mengenai pengembangan 
pariwisata. Hal ini telah dilaksanakan oleh Dinas Kepariwisataan kepada 
seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi penyampaian informasi  tentang 
pengembangan pariwisata dilakukan hanya secara umum, tidak dilakukan 
secara khusus. Hal ini tentu tidak semua masyarakat akan mengetahui 
dan memahami kebijakan apa yang telah di informasikan. 
 
5.1.3.2. Proses Komunikasi dalam Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar Melalui Indikator Kejelasan 
Informasi  
 
Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang penyampaian 
kebijakan yang disamapaikan ke pelaksana kebijakaan maupun masyrakat. 
Kebijakan diinformasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua 
pihak yang membutuhkan agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti 
oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. Komunikasi yang 
diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak 
membingunkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi 
pelaksanaan kebijakan, pada tataran tertentu, para pelaksana 
membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. George C. 
Edwards dalam Agustino Leo (2014). 
Penulis melakukan wawancara dengan perumus kebijakan  terkait 




“Perda itu diharapakan sebagai guide, sebagai acuan dalam rangka 
pengembangan pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan 
adanya Perda tersebut diharapakan pengembangan pariwisata 
lebih tertata.” (AA Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan 
Selayar, 03 Maret 2017) 
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan berinisial 
AA, bahwa Perda tentang Pengembangan Pariwisata diharapakan 
sebagai guide, sebagai acuan dalam rangka pengembangan pariwisata 
Kabupaten Kepulaun Selayar agar lebih tertata. 
Kemudian Penulis melakukan wawancara dengan SKPD pelaksana 
kebijakan terkait kebijakan penataan pariwisata pada dimensi kejelasan 
informasi, berikut pemaparanya: 
“Sebenarnya tujuan dari kebijakan pengembangan pariwisata ini 
sebagai acuan dalam rangka pengembangan pariwisata. Agar 
pengembangan pariwisata lebih tertata dengan baik” (KS, Kadis 
Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar, 3 Maret 2017) 
 
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Komisi I dan 
Kadis Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar, penulis menemukan 
informasi bahwa pemerintah atau pelaksana kebijakan mengerti dan 
mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan pengembangan pariwisata. 
Akan tetapi dalam hal pengetahuan mengenai kebijakan ini tidak semua 
pelaksana mengerti dan tahu maksud dan tujuan dari kebijakan 
pengembangan pariwisata ini. 
Penulis melakukan wawancara dengan informan lain, berikut 
pemaparannya: 
“Peraturan Daerah tentang Rancangan Induk Pengembangan 
Pariwisata itu ada akan tetapi saya tidak tahu pasti Perda tersebut, 
alangkah baiknya kamu ambil Perda tersebut di staf saya” (SN, 
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Kabid Destinasi Dinas Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan 
Selayar, 4 Maret 2017) 
 
Berdasarkan informasi yang disampaikan bahwa masih ada pelaksana 
kebijakan ini belum mengerti dan tahu Peraturan Daerah tersebut, hal ini tentu 
akan mempersulit para pelaksana kebijakan untuk menganalisa apa yang 
dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan ini. Padahal Peraturan Daerah ini 
sudah di sosialisasikan ke semua pelaksana kebijakan. Hal ini tentu akan 
mengurangi kinerja dari pelaksana kebijakan tersebut dan bisa saja 
pelakasanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 




Proses Komunikasi dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten 
Kepulauan Selayar Melalui Indikator Kejelasan Informasi Tahun 2017 
Uraian Analisis 
1 2 3 
1 Perda merupakan acuan dalam 
pengembangan pariwisata. 
Tujuan diterbitkannya perda 
pengembangan pariwisata dengan 
harapan sebagai petunjuk 
pengembangan pariwista agar 
tertata dengan baik serta menarik 
minat wisatawan. 
2 Kebijakan pengembangan 




pariwisata bertujuan sebagai acuan 
pengembangan pariwisata dengan 
maksud untuk membentuk 
pariwisata lebih tertata dengan baik 
sehingga akan menarik pengunjung 
untuk datang ke tempat wisata 
tersebut. 
3 Pengetahuan Aparatur terhadap 
kebijakan pengembangan 
pariwisata masih belum 
mengetahui isi dari kebijakan 
tersebut. 
Perda tentang Rencanaa Induk  
Pengembangan Pariwisata itu 
sudah di berlakukan. Akan tetapi 
Sebagian Aparatur belum 
mengetahui apa isi dari Perda 
tersebut. Hal ini akan mempersulit 
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pelaksana kebijakan dalam 
menjalankan kebijakan tersebut dan 
kebijakan tidak akan berjalan 
sebagaaimana yang telah 
ditetapkan sebelumnya.  
Hasil olah Data Primer, 2017 
 Kebijakan pengembangan pariwisata merupakan petunjuk untuk 
pengembangan pariwisata agar pariwisata lebih tertata dengan baik sehingga 
menarik minat pengunjung untuk datang ke objek wisata tersebut. Perda 
pengembangan pariwisata itu telah di berlakukan, akan tetapi Sebagian 
Aparatur belum mengetahui apa isi dari Perda tersebut. Hal ini tentu akan 
mempersulit pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan tersebut dan 
kebijakan tidak akan berjalan sebagaaimana yang telah ditetapkan. 
 
5.1.3.3. Proses Komunikasi dalam Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar Melalui Indikator Konsistensi   
 
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengelola negara didasarkan 
atas tujuan yang telah ditetapkan. Program kebijakan pemerintah sangat 
menentukan tercapainya tujuan yang ditetapkan. Upaya-upaya 
pemerintah melalui berbagai kebijakannya harus dilaksanakan dengan 
baik oleh pelaksana kebijakan agar tujuan yang ditetapkan dapat 
terwujud. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan harus didasari kepada 
peraturan-peraturan yang ditentukan. Peraturan akan menjadi pedoman 
bagi pelaksanan dalam bertindak guna mewujudkan tujuan yang 
ditetapkan. Selain itu konsistensi pelaksana juga dibutuhkan dalam 
melaksanakan kebijakan supaya kebijakan tersebut dapat ditindaklanjuti 
apabila pelaksanaan kurang sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. 
1 2 3 
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Program kebijakan Daerah sangat menentukan tercapainya tujuan 
yang ditetapkan. Menurut George C. Edwards dalam Agustino Leo (2014) 
perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten 
dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Pelaksanaan kebijakan yang 
dilakukan harus didasari kepada peraturan-peraturan yang ditentukan. 
Peraturan akan menjadi pedoman bagi pelaksana dalam bertindak guna 
mewujudkan tujuan yang ditetapkan. 
Adapun objek wisata yang dikelola langsung dan ditarik retribusinya 
oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dikatakan oleh informan dalam 
wawancara dengan penulis, berikut adalah paparannya:  
“Banyak potensi objek wisata selayar yang layak dijadikan destinasi 
andalan akan tetapi sekarang ini baru Pantai Pabadilang yang 
dikelola dan ditarik retribusinya oleh pemerintah dan bekerjasama 
dengan masyarakat setempat. Masyarakat yang menarik retribusi 
dari tempat wisata tersebut dan Dinas Pariwisata memerintahkan 
dan menggaji OB untuk menjaga kebersihan fasilistas Pantai 
Pabadilang” (SN, Kabid Destinasi Dinas Kepariwisataan Kabupaten 
Kepulauan Selayar, 4 Maret 2017) 
 
Hal senada ditegaskan oleh informan yang menjaga objek wisata 
Pantai Pabadilang, berikut adalah pemaparanya :  
“Pantai Pabadilang ini dikelola oleh Pemerintah Daerah yang 
bekerjasama dengan pihak Desa disini dan kami diutus oleh Desa 
untuk menarik retribusi pengunjung yang datang kesini” (SD 
Penjaga Pantai Pabadilan, 19 Maret 2017 ) 
 
Namun disisi lain yang penulis dapatkan di lapangan itu tidak sesuai 
dengan harapan, hal ini dikarenakan fasilitas yang ada di Pantai Pabadilang 
itu tidak terjaga atau kotor. Tentu keadaan yang ada di lapangan itu tidak 
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah sebagaiman pemerintah 
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yang mengutus dan menggaji OB untuk membersihkan fasilitas yang ada di 
Pantai Pabadilang. Peran pemerintah disini kurang konsisten dalam hal 
mengelola tempat wisata. Seharusnya pemerintah melakukan peninjauan 
setiap saat untuk memastikan tempat wisata yang dikelola itu berjalan 
dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Penulis juga melakukan wawancara dengan pengelola tempat 
wisata lain pada dimensi konsistensi, berikut pemaparanya: 
“Pemerintah yang saya lihat saat ini belum mendukung penuh 
pengembangan pariwisata. Karena dalam hal kecil saja seperti 
membersihkan pulau-pulau dan pantai-pantai yang ada disekitar itu 
hanya dilakukan oleh kami tanpa adanya bantuan dari pihak 
pemerintah.” (ED, Pengelola Selayar Eco Resort, 11 Maret 2017) 
 
Berdasarkan informasi yang diisampaikan informan, Dinas 
Kepariwisataan belum mendukung dengan penuh para pengelola tempat 
wisata ditandai dengan kurangnya perhatian mengenai hal-hal kecil. 
Dalam pengelolaan tempat wisata itu harus dipehatikan sedetail mungkin 
supaya pengelolaan tempat wisata itu dapat berjalan sesuai rencana.  
Selanjutkan peneliti melakukan wawancara sekaitan dengan 
konsistensi birokrasi dalam pengembangan pariwsata Selayar dengan 
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar berikut 
penuturannya: 
“Pemeritah kabupaten kepaulauan selayar telah melakukan 
promosi pariwisata seperti, medatangkan mantan putri Indonesia 
Nadin Candrawinata untuk mempromosikan kawasan wisata Taka 
Bonerate, mengangkat salah satu artis reality show asal Selayar 
DA ATY sebagai Duta pariwisata namun belum menunjukkan hasil 
yang diharapkan untuk mendatangkan wisatawan untuk berkunjung 
ke Selayar. Hal tersebut terjadi karena promosi yang dilakukan 
belum konsisten dalam artian tidak ada tindak lanjut dari promosi 
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tersebut seperti membuat paket perjalanan wisata yang telah 
dipromosikan”. (AA Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan 
Selayar, 03 Maret 2017) 
 
Berdasarkan penuturan informan berinisial AA mengungkapkan 
bahwa telah dilakukan promosi pariwisata namun memiliki kendala yaitu 
kurang konsisten dalam melakukan tindak lanjut dari promosi tersebut 
seperti tidak membuat paket perjalanan wisata yang telah dipromosikan 
sehingga wisatawan kebingungan bagaimana akses mudah untuk 
berwisata ke kawasan wisata tersebut. Hal tersebut mengakibatkan 
pelaksanaan kebijakan pengembangaan pariwisata masi tidak maksimal 
seingga kebijakan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaannya.  
Berdasarkan uraian tersebut informasi dari informan dan 
pengamatan di lapangan memperlihatkan bahwa Dinas Pariwisata saat ini 
masih belum konsisten melaksanakan kebijakan pengembangan 
pariwisata terlihat dari kurangnya fasilitas terhadap objek wisata yang 
telah di kelola. Minimnya promosi pariwisata yang dilakuakan Pemerintah 
Daerah, Serta perhatian pemerintah terhadap objek wisata yang tercemar 
akibat dari alam maupun ulah masyarakat masih kurang dengan tidak 
turun langsung untuk membersihkan atau bekerjasama dengan pihak 
kebersihan untuk melakukan pembersihan kawasan wisata tersebut. Hal 
ini tentu akan mempersulit perkembangan tempat-tempat wisata yang 
berpotensi dan memiliki nilai jual tinggi. 
Penulis melakukan wawancara terkait kebijakan penataan 
pariwisata pada aspek konsistensi, berikut pemaparanya: 
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“Setiap kegiatan yang dilaksanakan kami selalu laksanakan 
dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan kebijakan 
pengembangan tersebut dan ketika kegiatan itu dilaksanakan oleh 
pegawai yang sudah ditentukan, kami itu turun langsung untuk 
meninjau kegiatan tersebut” (SN, Kabid Destinasi Dinas 
Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar, 4 Maret 2017) 
 
Berdasarkan informasi yang di sampaikan oleh Kabid Destinasi 
Dinas Kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar, bahwa pelaksanaan 
Kebijakan pengembangan pariwisata itu dilaksanakn dengan baik oleh 
Dinas Kepariwisataan. Hal ini membuat kebijakan pengembangan 
pariwisata ini lebih nampak dan terealisasi sesuai dengan apa yang di 
harapan dalam kebijakan tersebut.  
Pendapat yang hampir sama didapatkan penulis ketika melakukan 
wawancara dengan informan lain terkait kebijakan penataan pariwisata 
pada aspek konsistensi, berikut pemaparanya: 
“Setiap kami telah melakukan kegiatan terkait pengembangan 
pariwisata kami biasa lakukan monitoring, data dari hasil monitoring 
itu kemudian dianalisis untuk melakukan pengembangan pariwisata 
selanjutnya. Dalam pelaksanaan monitoring itu juga memiliki 
anggaran khusus dalam mengevaluasi kebijakan tersebut” (MZ, 
Kabid SDM dan Kelembagaan Dinas Kepariwisataan Kabupaten 
Kepulauan Selayar, 7 Maret 2017). 
 
 Informan tersebut menyampaikan bahwa Dinas Kepariwisataan 
telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam melaksanakan kegiatan 
kebijakan pengembangan pariwisata. Serta melakukan pengawasan 
terhadap apa yang sudah dilaksanakan. 
Pendapat senada juga ditemukan penulis ketika melakukan 
wawancara dengan informan lain, pemaparannya sebagai berikut: 
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“Dalam pelaksanaannya pihak Dinas Pariwisata masih belum efektif 
dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pengembangan 
pariwisata Kabupaten Kepulaun Selayar dan saya lihat Dinas 
Pariwisata belum menggunakan dan menjalankan Perda ini dengan 
baik.” (AA Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, 03 
Maret 2017). 
 
Berdasarkan beberapa informan yang telah di wawancarai pihak 
Dinas Kepariwisataan sudah menganggap bahwa mereka telah 
melaksanakan kebijakan ini dengan baik, tetapi hal yang berbeda dengan 
apa yang  dikatakan oleh pihak DPRD yang notabene sebagai Badan 
Pengawas Kerja pemerintah serta mitra dari dinas pariwisata itu sendiri 
mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Kepariwisataan belum 
melaksanakan fungsinya dengan baik terkait pelaksanaan Perda tersebut 
dan fakta yang ditemukan penulis memang kerja dari Dinas 
Kepariwisataan itu masih belum terlihat jelas. 
Temuan penulis di lapangan mengenai pelaksanaan dan 
pengawasan pihak Dinas Kepariwisataan masih belum memenuhi standar 
pengembangan pariwisata, hal tersebut nampak jelas pada objek wisata 
yang telah dikelola mengalami penurunan kunjungan dari waktu ke waktu. 
Hal ini Dinas Pariwisata tentu tidak patuh terhadap peraturan atau regulasi 
pemerintah yang telah ditatapkan, seharusnya implemetator harus 
mengetahui apakah pihak lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijkan 
tersebut patuh terhadap hukum. Kemudian implementatir juga harus 
mengetahui apa yang harus mereka laksanakan disaat mereka diberi 






Konsistensi dalam Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 
Uraian Analisis 
1 2 3 
1 Potensi objek wisata selayar 
banyak yang layak dijadikan 
destinasi tetapibaru P antai 
Pabadilang yang dikelola dan 
ditarik retribusinya. 
Dari sekian banyak objek wisata 
selayar yang layak dijadikan destinasi 
andalan, hanya Pantai pabadilang 
merupakan destinasi yang dikelolah 
dan ditarik retribusinya oleh 
pemerintah bekerjasama dengan 
masyarakat setempat. Pemerintah 
diharapakan memanfaatkan sebaik-
bainya destinasi pariwisata yang telah 
dikelolah agar membuat tempat 
wisata lain dapat berkembang dan 
dikelolah dengan baik oleh 
pemerintah. 
2 Pantai Pabadilang dikelola oleh 
Pemerintah Daerah 
bekerjasama dengan 
Pemerintah Desa dan 
masyarakat. 
Penarikan Retribusi pengunjung 
pantai pabadilan dilakukan oleh 
masyarakat yang di utus oleh 
Pemerintah Desa bekerja sama 
dengan pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Selayar. Dengan kerja 
sama ini maka akan meningkatkan 
perekonomian masyarakat. 
3 Pemerintah belum mendukung 
penuh pengembangan 
pariwisata. 
Peran pemerintah masi belum terlihat 
dalam pengembangan pariwisata 
ditandai dengan hal kecil separti tidak 
turut andil dalam pembersihan pulau 
dan pantaai yang ada disekirat objek 
wisata. pengelolah wisata tidak akan 
maksimal mengembangkan 
pariwisata bilaman tidak ada 
dukungan dari pemerintah sendiri. 
 
4 Promosi pariwisata yang 
dilakaukan oleh pemerintah  
seperti, medatangkan artis 
terkenal.  
Upaya Pemerintah dalam melakukan 
promosi pariwisata Selayar itu 
ditandai dengan mendatangkan artis 
dibeberapa event pariwisata. Dengan 
adanya artis ini tentu akan menarik  
perhatian masyarakat luar untuk 
mengunjungi objek wisata Selayar. 
Namun sampai sekarang belum 
menujukkan hasil yang diharapakan 
untuk menarik perhatian wisatawan  
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1 2 3 
  untuk datang ke Selayar. Hal ini 
terjadi karena promosi yang dilakukan 
belum konsisten dalam artian tidak 
ada tindak lanjut dari promosi 
tersebut. 
5 Kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Dinas Kepariwisataan 
dilaksanakan dengan baik 
sesuai dengan yang 
diharapkan. 
Dinas Kepariwisataan 
melaksanakaan kegiatan sesuai 
dengan apa yang diharapkan 
Kebijakan Pengambangan Pariwisata 
tersebut dan kegiatan tersebut di 
tinjau langsung oleh Dinas 
Kepariwisataan itu sendiri.  Hal ini 
dapat terealisasi dengan baik apabila 
Dinas Kepariwisataan konsisten 
melaksanakan pengawalan di setiap 
kegiatan yang dilaksanakan. 
6 Kegiatan pengembangan 
pariwisata yang dilaksanakan 
Dinas Kepariwisataan 
dilakukan monitoring. 
Monitorin dilakukan disetiap kegiatan 
terkai pengambangan pariwisata, 
kemudian hasil monitorin di anlisis 
oleh Dinas Kepariwisataan untuk 
meningkatkan pengembangan 
pariwisata  selanjutnya. Kemudian 
disetiap pelaksanaan monitorin juga 
memiliki anggaran khusus. Hal 
tersebut akan lebih memudahkan 
Dinas kepariwisataan dalam 
mengembangakan pariwisata karena 
masalah yang ada di setiapa kegiatan 
dapat di minimalisr dalam kegiatan 
selanjutnya. 
7 Pelaksanaan kegiatan Dinas 
Pariwisata masih belum efektif 
dalam menjalankan tugasnya. 
Dinas Kepariwisataan belum efektif 
dalam menjalankan tugasnya sebagai 
pelaksana kebijakan pengambangan 
pariwisata. Hal tersebut disebabkan 
karena konsistensi Dinas 
Kepariwisataan masi kuran dengan 
tidak memaksimalkan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakaan.   
 Hasil olah Data Primer, 2017 
 Potensi Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar sangat banyak 
untuk dijadikan destinasi andalan untuk menjang PAD serta perekonomian 
masyarakat. Akan tetapi samapi sekaraang destinasi yang dikelolah 
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hanya pantai Pabadilan yang dikelolah bersama Pemerintah Desa serta 
masyaraakat yang diutus untuk menarik retribusi pengunjung. Dinas 
Kepariwisataan memerintahkan dan menggaji OB untuk membersihkan 
Pantai Pabadilang, akan tetapi Pantai Pabadilang itu masi kurang dalam 
hal kebersihan. Selain itu promosi yang dilakukan oleh pemerintah dengan 
mendatangkan beberapa artis ibu kota di beberapa event pariwisata. 
Dengan adanya artis tersebut tentu diharapakan untuk menarik minat 
wisatawan untuk datang ke Selayar. Namun sampai sekarang belum 
menujukkan hasil yang diharapakan untuk menarik perhatian wisatawan untuk 
datang ke Selayar. Hal ini terjadi karena promosi yang dilakukan belum 
konsisten dalam artian tidak ada tindak lanjut dari promosi tersebut. 
Permasalahan proses komunikasi pada pengembangan pariwisata di 
Kabupaten kepulauan Selayar merupakan hal yang sangat penting untuk 
menentukan sebuah kebijakan memiliki 3 komponen. Penyampaian 
Informasi; Pihak pelaksana kebijakan Peraturan Daerah ini belum bisa 
memaksimalkan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya 
merupakan subjek dalam pengimplitasian peraturan pemerintah tersebut. 
Kejelasan Informasi; Pelaksana kebijakan masih ada yang belum mengerti 
dan tahu Peraturan Daerah tersebut, hal ini tentu akan mempersulit para 
pelaksana kebijakan untuk menganalisa apa yang dibutuhkan dalam 
melaksanakan kebijakan ini. Konsistensi Birokrasi; Dinas Kepariwisataan 
saat ini masih belum konsisten melaksanakan kebijakan pengembangan 







Pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulaun Selayar 
telah didukung oleh Peraturan Darah Nomor 7 Tahun 2011 
bertujuan memajukan sektor pariwisata sehingga meningkatkan 
taraf hidup masyarakat setempat dan menambah APBD, namun 
pada kenyataannya belum optimal hal tersebut disebabkan oleh: 
1. Struktur Birokrasi dalam Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar 
 
Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 
Kepariwisataan itu memiliki standar oprasional prosedur dan 
membuat pelalaporan ketika kegiatan tersebut telah selesai 
dilaksanakan  dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana 
pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan. Akan tetapi hal 
tersebut masih belum sepenuhnya terealisasi karena birokrat 
masih belum konsisten untuk mengikuti sop tersebut. 
2. Sumber Daya dalam Pengembangan Pariwisata Kabupaten 
Kepulaun Selayar  
 
Permasalahan sumber daya merupakan hal yang penting untuk 
menentukan sebuah kebijakan memiliki 2 komponen. Sumber Daya 
Manusia; Dinas Kepariwisataan sekarang masih kekurangan 
pegawai yang profesional atau ahli dibidang pariwisata. Sehingga 




cenderung kurang memenuhi standar yang telah ditetapakan. 
Anggaran ; Dinas Kepariwisataan saat ini masi kekurangan dalam 
Pengalokasian anggaran yang memadai untuk menunjang 
pengembangan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten 
Kepulauan Selayar. Hal ini akan membuat pelaksanaan kebijakan 
akan terhambat dan tidak sesuai dengan apa yang di maksud 
Perda N0. 7 Tahun 2011. 
3. Komunikasi yang terjadi di dalam Pengembangan Pariwisata 
Kabupaten Kepulauan Selayar 
 
Permasalahan proses komunikasi pada pengembangan 
pariwisata di Kabupaten kepulauan Selayar merupakan hal yang 
sangat penting untuk menentukan sebuah kebijakan memiliki 3 
komponen. Penyampaian Informasi; Pihak pelaksana kebijakan 
Peraturan Daerah ini belum bisa memaksimalkan sosialisasi di tengah-
tengah masyarakat yang sebenarnya merupakan subjek dalam 
pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Kejelasan Informasi; 
Pelaksana kebijakan masih ada yang belum mengerti dan tahu 
Peraturan Daerah tersebut, hal ini tentu akan mempersulit para 
pelaksana kebijakan untuk menganalisa apa yang dibutuhkan dalam 
melaksanakan kebijakan ini. Konsistensi Birokrasi; Dinas 
Kepariwisataan saat ini masih belum konsisten melaksanakan 
kebijakan pengembangan pariwisata terlihat dari kurangnya fasilitas 





Pemerintah Kabupaten Kepulaun Selayar melalui Dinas 
Kepariwisataan  harus menjalankan pengembangan pariwisata sesuai 
dengan apaya yang di amanatkan Perda No. 7 Tahun 2011 tentang 
Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, agar pengembangan 
pariwisata optimal. 
Adapun peneliti memberikan saran yang sehubungan hasil 
penilitian, yakni: 
1. Diharapakan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 
meningkatkan aggaran untuk Dinas Kepariwisataan  dalam 
pengembangan pariwisata Selayar. 
2. Diharapakan dalam setiap penempatan pegawai di Dinas 
Kepariwisataan itu sesuai dengan latarbelakang pendidikan 
masing-masing. 
3. Diharapkan setiap aparat Dinas Kepariwisataan yang mengikuti 
pelatihan di daerah lain sekiranya dapan membagi ilmu yang 
didapat ke aratur lain yang ada di Dinas Kepariwisataan. 
4. Diharapakan kepada seluruh SKPD terkait pengembangan 
pariwisata  untuk turut andil membantu Dinas Kepariwisataan 
dalam hal pengembangan pariwisata. 
5. Semua yang terlibat dalam Perda tersebut dengan penuh rasa 
tanggung jawab demi menciptakan Kabupaten Kepulaun Selayar 
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